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DAFTAR LAMPIRAN

Surat Izin penelitian dar fakultas hukum universitas jember.

Surat Pembentahuan lzin Penelitian dan PT Kereta Api (Perseroy Daerah
Operasi IX Jember.

Peta Tanah Emplasemen Stasiun Rambipuji Jember.

Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanah emplasemen antara PT Kereta Api

(Persero) Daerah Operasi IX Jember di Stasiun Rambipuji dengan masvarakat.
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RINGKASAN 2o

Berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, T enaga-dan Pekerjaan
Umum Nomor 2 Tanggal 6 Januari 1950, ditetapkan bahwa mulai 1 Januari 1950
DKARI perisahaan kereta api swasta dan perusahaan kereta api negara digabung~

menjadi satu  perusahaan kereta api yaitu bernama “Djawatan Kereta Api”
(DKA).
Sebagai salah satu'daerah operasi, Daerah OperasicIX Jember mempunyai

o\ O‘(\J
O

s S\\ON

\0‘(9

beberapa maSnIaI‘L Masalah yang diangkat @Iﬂm sknpsi 1m adalah l:!citgalmap@q0‘5\\0(\J

asal-usul aset tanah PT Kereta Apt (Persero) Daerah Operasi IX Jember, dan
bagaimana pengelolaan aset tanah-PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi [X
Jember berupa tanah emplasemen di Stasiun anhipujl SN

Tujuan, yﬂnﬁ“ingin diketahui dalam uﬁﬁhn skripsi i adalah tu_]lmn
umum dan tujuan khusus, Metode pcndckatan masalah yang dipergunakan da]nm
membahas penulisan sknipsi ini.(adalah metode yuridis nnmmuf dengan
menggunakan bahan hukum phrncr dan bahan hukum sekunder dan menggunakan

matode pengumpman bahan hukum stud: \Q@ﬁhﬂ.a dan  wawancara serta@

mengginakan analisis bahan hukum dmla’iﬁ‘?‘kmlmuf

Dengan Peraturan Pmnenntah | Nomor 22 Tahun 1963, dibentuk ‘Perusahaan
Negara Kereta Api {PNK@J B%mm Peraturan Pemmmahmmor 57 Tahun
1990, PIKA k.cmbah mengalami perubahan menjadi, FE’RUMK.A PERUM,

6\\0 ﬂ

S\\ON

S'\\'O(q

knmudmnfcrakhu berubah menjadi PT Kereta Api (Persero) hingga saat ini. ge@

PT Kereta Api (Persero) mempunyai aset tanah yang diperoleh dari
perusahaan Kereta Api Negard dan aset tanah yang diperoleh dari kekayaan
Pemerintah Hindia Belanda yang telah dinasionalisasikan berdasarkan Undang-

Undang Nommor 40 tahun 1959 tentang Nasidhalisasi Perusahaan Milik Belanda®

yang berada didalam wilayah Republik Indonesia. Tanah-tanah yang sudah di
bestemingkan kepada PT Kereta Api (Persero), kemudian diukur din dlpetakm
Hasil dani pengukuran ‘dan pemctaan tersebut adalah (meeibrief) atau surat ukur

yang berfungsi sebagai lampiran untuk memiohon suatu hak atas tanah kepads"

Pemerintah.

X1

s'\\o(\J

OS'\\O(\J
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3

PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember mempunyai hak
pengelolaan dani Pemerintah atas aset-aset yang diperoleh dari Pemerintah salah
satunya tanah emplasemen di' Stasiun Rambipuji. Dalam kenyataanya tanah
emplasmen tersebut digunakan untuk beberapa hal. Namun sudah banyak yang
menjadi-bangunan yang terkapling-kapling, hal ini dilakukan oleh PT Kereta Api
Daerah Operasi IX Jember di Stasiun Rambipuji untuk mempermudah menarik
peminat usaha atau badan hukum untuk membuka usaha di Stasiun Rambipuji.
Dalam pengelolaannya PT Kereta Api akan menarik uang sewa atas tanah yang
ditempati,

Saran yang ingin disampaikan adalah agar PT Kereta Api (Persero) Daerah
Operasi IX Jember dapat memaksimalkan fungsi tanah emplasemen tcrsebut agar
dapat menunjang kegiatan operasional PT Kereta Api. Serta dapat meningkatkan
kerja sama dengan badan hukum atau masyarakst secara umum.

XIV
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BABT
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Kereta Api (Persero) mempunyai beberapa Daerah Operasi antara lain
adalah Daerah Operasi 1 berkedudukan di Jakarta, Daerah Operasi I
berkedudukan di Bandung; Daerah Operasi 11T berkedudukan di-Cirebon, Daerah
Operasi IV berkedudukan di Semarang, Daerah Operasi V berkedudukan di
Purwokerto, Daerah Operasi V1 berkedudukan di Yogyakarta, Daerah Operasi VII
berkedudukan di Madiun, Daerah Operasi VIII berkedudukan di Surabaya, dan
Daerah Operasi [X berkedudikan di Jember. Selain itu terdapat pula Devisi
Regional yang terdapat di Sumatera yaitu antara'lain Devisi Regional 1
berkedudukan di Sumatera Utara, Devisi Regional II berkedudukan di Sumatera
Barat, dan Devisi Regional 11T berkedudukan di Sumatera Selatan. Dalam Daerah
Operasi atau dalam Devisi Regional dipimpin oleh Kepala Daerah Operasi atau
Kepala Devisi Regional yang dibawah pertanggungjawaban Direksi PT Kereta
Api (Petsero). PT Kereta Api (Persero) berkantor pusat di Bandung, di Jalan
Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung,

Sebagai badan hukum piblik PT Kereta Api (Persero) tentu mempunyai
aset. Aset PT Kereta Api (Persero) sesuai dengan Undang-Undang Nomor, 13
Tahun- 1992, tentang Perkeretaapian adalah; Jalan kereta api, pintu pelintasan
jembatan menjadi milik Pemerintah. PT Kereta Api terbatas memiliki aset berupa
sarana perak, prasarana serta fasilitas. Prasarana pokok perkeretaapian milik
Pemerintah yang dikélola PT Kereta Api (Persero) terdiri dari jalan kereta api
(track), prasarana jembatan kereta api, persinyalan dan telekomunikasi, yang
dibangun dan dirawat oleh Pemerintah dengan pertumbuhan yang relatif’ kecil.
Penambahan jalur rel yang dilakitkan selama ini lebih diarahkan pada usaha
meningkatkan kapasitas angkut.

Tanah-tanah yang dikuasai PT Kereta Api {Persero) sekarang ini menurut
sejarahnya terdini dari tanah-tanah yang semula dikuasai oleh Perusahaan Kereta

Api Pemerintah Hindia Belanda dengan hak Beheer dan tanah-tanah yang berasal

it .
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dari Perusahaan Kereta Api Partikelir (atau swasta) dengan hak memakai, hak
apstal, hak erfpacht atau hak eigendom yang menurut prosesnva terakhir
perusahaan-perusahaan tersebut telah terkena nasionalisasi sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemérintah Nomor 8 Tahun 1958 tentang Penguasaan Tanah-
tanah Negara.

Aset tanah yang dimiliki dan belum dipakai oleh PT Kereta Api (Persero),
perlu adanya pendayagunaan agar diperoleh keuntungan guna pengembangan PT
Kereta Api (Persero) itu sendiri. PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX
Jember, mempunyai hak pengelolaan atas tanah yang dikuasainya Kebutuhan
akan tanah oleh manusia yang terus berkembang tetapi luas tanah yang tetap tidak
bertambah, menjadikan orang-orang yang tidak atau belum mempunyai tanah
menggunakan tanah aset PT Kereta Api (Persero) untuk dijadikan tempat
mendirikan -‘bangunan rumah atau bangunan lain, Dengan menggunakan tanah
yang dikuasai oleh PT Kereta Api (Perserd] Daerah operasi IX Jember dengan
cara menyewa atau membeli hak sewa kepada orang lain dengan harga yang
relatif tingg,

Tanah yang ditempati oleh warga adalah tanah disebelah kanan dan kin
dari rel yang belum dipakai oleh PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi [X
Jember, Lahan yang belum terpakai tersebut oleh PT Kereta Api (Persero) Daerah
Operasi [X Jember dimaksudkan untuk mengantisipasi jika ferjadi kecelakaan
kereta, agar masyarakat tidak terkena akibatnya; dan jika ada bangunan atau
pohon' yang ditanam oleh penduduk dapat mengganggu pandangan kereta api
atau signal yang ada.

Seiring dengan _hal “tersebut jika ada keharusan -untuk melakukan
penggusuran, pihak PT Kereta Api (Persero) X Jember, akan melakukan
penggusuran  sesuai dengan penggunaan tanah tersebut, dan akan memberikan
ganti rugi atas bangunan yang telah digusur mengingat warga yang menempati
aset PT Kereta Api (Persero) juga telah membayar sewa atas tanah yang mereka
tempati, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Prari uraian diatas penulis tertank ‘Gntuk membahas lebih lanjut dalam
skripsi dengan judul PENGELOLAAN ASET PT KERETA API (PERSERQ)
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DAERAH OPERASI (DAOP) IX JEMBER BERUPA TANAH EMPLASEMEN
di STASIUN RAMBIPUII (Suatu Tinjauan Historis dari Sudut Hukum Agraria).

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menjaga konsistensi pembahdsan dalam skripsi ini, diperlukan’
adanya batasan-batasan tehadap permasalahan yang diangkat. Berkaitan dengan
hal tersebut maka ruang lingkup penulisan skripsi difokuskan pada ‘pengelolaan
aset PT Kereta Api~(Persero) Daerah Operasi IXJember berupa tanah

emplasemen di stasiun Rambipuyji.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang ingin dibahas yaitu :
1. bagaimana asal-usul aset tanah PT KeretacApi (Persero) Daerah Operasi IX
Jember ?
2. bagaimana pengelolaan aset tanah PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi [X
Jember berupa tanah'emplasemen di Stasiun Rambipuji?

1.4 Tujuan Penelitian
Ada dua tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu tujuan umum dan tujuan
khusus untuk Iebih_ie]ﬂsnyu"ada].ah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum dar penulisan skripsi ini adalah :

a. untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat serta tugas-tugas untuk mencapai
gelar Sarjana Hukum sesuai dengan kurikulum di' Fakultas Hukum Universitas
Jember;

b, untuk mengembangkan pemikiran dan menetapkan ilmu pengetahuan yang
diperoleh selama studi dalam masyarakat umum, khususnya bagi mahasiswa

Fakultas Hukum.
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1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah
a. untuk mengetahui asal-usul”aset tanah PT Kereta Api (Persero) Daerah
Operasi IX Jember:
b. untuk,cmengetahui pengelolaan aset. tanah emplasemen PT Kereta Api
(Persero) Daerah Operasi IX Jember di Stasiun Rambipuji

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam suatu penelitian tidak terlepas-dari penelitian yang merupakan
aspek yang sangat penting untuk menggali data-data yang diperlukan selanjutnya
diolah kemudian dianalisis untuk mémecahkan permasalahan yang akan dibehas,
Metode penelitian juga merupakan salah satu parameter obyﬁktfﬁtas penelitian,

Metode ﬁ:cne;litian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini dapat
diuraikan sebagai berikut :
IL5.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan ' dalam membahas
penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif vaitu pendekatan masalah
dengan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang
berlaku atau pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan- pendapat
para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan. (Soemitro,
1990 : 97).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam pentlisan skripsi ini
terdiri atas dua bahan hukum yaitu :
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dani mempelajari peraturan-peraturan,
perundang-undangan, pendapat para safjana, norma-norma dan yurisprudensi,
yang berhubungan' dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini
(Soemitro, 1990 : 11).

B
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b. BahanHukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan
bahan hukum primer dan dapat’membantu menganalisis dan memahami bahan
hukum primer antara lain : buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi

hukum dan jurnal-jurnal hukum (Soemitro, 1990 11),

1.53 Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Metode pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penyusunan
skripsi ini adalah;

1. Studi Pustaka. yaitu dengan mempelajari literatur, meneliti peraturan
perundang-undangan, makalah, surat kabar, internet dan karya ilmiah dengan
menitikberatkan pada teori-teori dan konsep yang erat hubungannya dengan
permasalahan

2. Wawancara dengan pihak-pihak yang terkait demi terpenuhinya bahan hukum
dan informasi yang diperlukan, vaitu melakukan tanya jawab dengan Bapak
Sugito Pegawai dibagian Staf Pengaturan dan Penataan Pertanahan kantor
Pertanahan ' Kabupaten Jember , Petugas PT 'Kereta Api (Persero) Daerah
Operasi IX Jember, antara lain: Bapak A. Herlianto Pengawas Teknik Operasi,
Bapak Suyono kepala Seksi Properti.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan penemuan jawaban pertanyaan-
pertanyaan perthal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dalam permasalahan yang
akan dibahas. Analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi
ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran
singkat' mengenai permasalahan, tidak didasarkan pada angka-angka statistik,
melainkan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
berkaitan erat dengan masalah yang akan dibahas.

Dasar penggunaan analisa kualitatif karepa' penelitian yang dilakukan
bersifat ©“ memberikan keterangan atau " menggambarkan, sedangkan dalam
penarikan kesimpulan menggunakan metode deduksi yaitu metode yang
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FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan, sechingga seringkali kita
mendengar sengketa atas tanah vang terjadi didalam masyarakat Setiap
kepemilikan tanah ada yang sah:menurut hukum ada pula yang tidak sah menurut
hukum, dan berhak atas tanah tersebut. Ada beberapa hal’ yang sering terjadi
dalam masyarakat, antara lain orang atau-masyarakat yang dengan sengaja
menempati tanah yvang dianggapnya kosong dan tidak ada pemiliknya,

Salah satu contohnya adalah masyarakat yang menempati di sebélah kanan
atau ki rel kereta api, dengan mendirikan bangunan ‘permanen atau semi
permanen, yang tujuannya untuk tempat tinggal atau tempat usaha. Masyarakat
sudah sening diperingatkan oleh petugas dari PT Kereta Api (Persero), tetapi
mereka tidak mengindahkan hal tersebut. Hal ini malah di dukung oleh<sikap dari
PT Kereta Api (Persero) yang seolah-olah membiarkan hal tersebut. selama ini PT
Kereta Api (Persero) terlalu berkonsentrasi pads operasionalnya saja, sehingga
aset yang berupa lahan banyak di tempati masyarakat tanpa seizin PT Kereta Api
(Persero). Tetapi sckarang sudah mampak bahwa PT Kereta Api-(Persero)
berusaha serius untuk mengelola asetnva yang berupa lahan vang ditempati oleh
warga masyarakat dengan cara memberlakukan sewa atas tanah yang ditempati.
Salah satu contoh pengelolaan aset PT Kereta Api di stasiun Rambipuji berupa
tanah emplasemen, dengan membangun dan mengkapling-kapling, serta
menyewakan kepada magsyarakat.contoh yang diketemukan dalam penelitian
antara lain perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan antara PT Kereta Api
(Persero) Daerah Operasi IX Jember di ‘Stasiun Rambipuji dengan Bapak Drs.
Soebandi seluas 75 meter persegi (M2), dan Bapak H. Ilham Mugiono seluas 360
meter persegi (20 m x 18 m):

Tanah emplasemen adalah tanah penyangga di sebelah kanan dan kiri rel
kereta'ap! yang hanya sepanjang kedua signal (signal masuk dan signal keluar)
dari Stasiun Rambipuji,
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Namun dalam kenyataannnya tanah emplasemen digunakan untuk :

1) jalur rel kereta api dan stasiun beserta operasional, perlengkapannya;

2) perumahan bagi pegawai PT Kereta Api (Persero) sendiri;

3) tanah bebas yang meliputi tanah yang tidak ada rel 'dan bangunan bagi PT
Kereta'Api (Persero), yang nantinya dapat digunakan atau disewakan kepada
pegawai PT Kereta Api (Persero) atau warga sipil yang biasanya berupa tanah
tegalan atau tanah sawah;

4) jalan umum yang dapat dipakai untuk lalu lintas umum-yang terdapat di dalam
emplasemen;

5) jalan umum untuk menuju ke stasiun;

&) tanah-tanah untuk pertokoan yang dikelola oleh swasta atau oleh PT Kereta
Api (Persero) sendirt; baik secara langsung atau tidak langsung;

7) untuk keperluan sosial antara lain dapatcberupa gedung sekolah, tempat
peﬁhadatan dan atau tempat pemakaman;

8) selain itu tanah emplasemen dapat juga digunakan untuk bengkel kereta,
tempat parkir Kereta, balai kesehatan, parkir kendaraan; garasi dan lain-lain
vang berguna bagi PT Kereta Api (Persero) sendiri atau para pegawainya,
yang dapat menunjang kegiatan operasional PT Kereta Api (Persero),

Hal ini dianggap sesuai karena masyarakat sudah mendapat keuntungan
dengan menggunakan lahan tersebut. Sebelum ada kerjasama dari PT Kereta Api
(Persero) dan warga masyarakat pemakai lahan yaitu dengan pembayaran sewa
tanah 'ini, banyak para oknum dari PT Kereta Api (Persero) sendiri yang
memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menarik sewa tanah. Sekarang
pengelolaan aset tanah langsung ditangani oleh PT Kereta Api{(Persero) dengan
memanggil para pihak untuk mengadakan perjanjian, dan setelah perjanjian
tersebut disetujui maka pihak penyewa akan membayarkan uang sewanya kepada
PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi setempat melalui stasiun terdekat.

PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi [X Jember sendin mempunyaj
batas-batas kekuasaan dengan Daerah Operasi lain vaitu batas dengan Daerah
Operasi VII Surabaya adalah (Km. 186 + 586), dengan Daerah Operasi IX Jember
cabang Banyuwangi adalah (Km. 186 + 588).

S

[
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PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember juga telah menerapkan
tentang sewa menyewa sejak lama antara warga sekitar rel kereta api Stasiun
Rambipuji dengan PT Kereta' Api (Persero) Daerah Operasi' IX Jember,
Kesepakatan tentang uang bayaran sewa tanah tertuang dalam klausula perjanjian
sewa tanah antara warga dan PT Kereta Api(Persero) Daerah Operasi IX Jember:
Tentang besarnya uang sewa tanah biasanya dibayarkan setiap setahun sekali
kepada PT Kereta Api (Persero) Daecrah Operasi IX Jember Jéwal Stasiun
Rambipuji, hal i merupakan bukti adanya niat dari PT Kereta Api (Persero)
Daerah Operasi IX Jember untuk memaksimalkan hak pengelolaan atas tanah
yang dikuasainya,

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan
skripsi. ini adalah:
I Undang-Undang Dasar Negara- Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 33 ayat (3) :
Bumi dan @ir dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria

a. Pasal 16avat(1)
Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah :
Hak milik,
Hak guna usaha,
Hak guna bangunan,
Hak pakai,
Hak sewa,
Hak membuka tanah,
Hak memungut hasil hutan,
Hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebul diatas yang akan
ditetapkan .dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya
sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53.

TE M8 s g

- o
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b. Pasal 35 00

(1) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendinkan dan mcmpunyai
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan
Jjangka waktu paling lama 30 tahun.

(2) Atas p:rmimuan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta
keadaan bangunan-bangunannya, Jangka waktu tersebut dalam avat [I}Og,\\o‘\J
dapat diperpanjang dengan wakii paling lama 20 tahun.

(3) Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain

¢. Pasal 36

(1) Yang dapat mempunyai hak guna bangunan falah :

& warga negara Indonesia; A0S -
b. badan hukum yang didirtkan menurut hukum Indonesia ﬂ'an
berkedudukan di Indonesia.

(2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan
tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) pasal
ini dgﬂl am' jangka waktu | tahun wajib melepaskan atau mengalihkan \

f kepada pihak lain yang me:qguﬂu syaral Ketentuan im l.%w:riaku3 ot

\ jugﬂ terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan, jika 1a tidak
memenuhi  syarat-syarat terscbut Jika hak guna bangunan yang
bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam japgka waktu
tersebut, maka, hak ‘itu hapus karena hukum, dengan keféntuan, bahwa
hak-hak pitiak lain akan diindahkan mtnuqm kétentuan-ketentuan vang

diteta de n peraturan peme
L ngan pe Fc w

d. Pasal 37

Hak guna bangunan tn-qadfe“

a. mengenai tanah” yang dikuasai langsung q].;h ‘Negara © karena
penetapan Pemenntah;

b, mengenai tanah milik : karena perjanjian yang berbentuk otentik an nﬁl
pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan mempe
hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak wr}cbut

6\\'0(\J

\
Q0 o
Qre

\
S\\O(\J )’

e. Pasal 40 -

Hak guna bangunan hapus karena |

& 0'jangka waktunya berakhir, ef®
b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat
tidak dipenubhi;

dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka mkmﬂ}*abcmkhlr
dicabut untuk-képentingan urnum,

diterlantarkan; Oé\mj

\
5\\0‘ﬂ 2

tanahnya musnah, :
ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2)

REno oo

e@oé\xowj
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£, Pasal 41 «-:‘“OS\KO\J

(1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/ atau memungut hasil
dan tanah yang dikuasai-langsung oleh Negara atau tanah niilik orang
lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam
keputusan'“ pemberiannya  oleh  pejabat® yang  berwenang g U
memberikannya atau dalam perjanjian‘dengan pemilik tanahnya y;_qg\)oé\\o(
bukan perjanjian sewa-menyewa' atau perjanjian pengolahan tanah,
segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-
ketentuan undang-undang ini.

(2) Hak pakai dapat diberikan :
a. sclamacjangka waktu yang tertentu. @fau selama tanahnya

dipergunakan untuk keperluan yang tertentu; Og,‘\KON
b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa
berupa apapun.
g Pasal 43 ayat (2) ; e
Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan'kepada pihak lain, jika o
: \
~halitu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan @ef°®

h. Pasal 44 B

st
(1) Seseorang atau'Suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, \
apabila'ta berhak mempergunakan .\\@m milik orang lain untuk o \
.0 keperluan bangunan, dengan kepada pemiliknya scjunxlgdy@os
uang sebagai sewa
(2) Pembayaran uang sewa dapat dilakukan .
a. satu kali atan tiug,;ﬁﬂ'f waktu tertentu;
b. sebelum ataisesudah tanahnya dipergunakap, <
i Pasal 45 ‘

Yang dapat menjadi pemegang hak séwa 1alah - ref®

a. warga negara Indonesia,

b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia; e

c.badan hukum yange"didinkan menurut hukum . Iedonesia dan

berkedudukan di Indonesia, : ;

d. badandukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. e\)os-\\ow \U
=0

\
S'\\O‘\J L

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkereta Apian

a Pasal 13 oet
Untuk kelancaran dan keéselamatan pengoperasian kerets api, Pemerintah
menetapkan, pengaturan mengenai jalur kereta api-yang meliputi daerah
manfaat jalan, dacrah milik jalan, dan dacfah pengawasan jalan termasuk oé\\o‘\w
‘bagian bawahnya serta ruang bebas di atasnya. re?

el

e@oé\xowj
Q!
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b. Pasal 14 ayat (1)
Dilarang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul dan
bangunan lainnya, menanam pohon yang tinggi serta mf:n:mpatkan barang
pada jalur kereta api vang dapat membahayakan keSelamatan kereta api.

¢. Pasdl 20; ' Q@0
Selain berfungs: sebagai tempat naik atau turunnya penumpang dan atau
bongkar muat barang, distasiun dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang
angkutan kereta ﬂpl

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 %entang Penguasaan Tnnnh—T% 0‘5“0 i

Negara,

a. Pasal 1.
(a) Tanah Negara ialah tanah yang dikuasai pr.nuh uleh‘ﬁﬂgam

b PESEI Z\I | OS\ 0
“Kecuali jika penguasaan tanah Negura dengan undang—undang atau
peraturan lain pada waktu berlakunya peraturan pemenintah ini, telah
diserahkan kepada sesuatu“Kementrian Jawatan atau Dacrah. Swatantra,
maka penguasaanaias tanah negara ada pada Menteri Dalam Negeri.

5. Peraturan Mcm‘ff’ Agraria Nomor 9 Tnhu:n 1965° Tentang Pelaksanaan

Kenversi Hak Penguasaan Atas Tnp\@qacgam dan Ketentuan- Ketcnwo
Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya.

e
Pasal 2 - 0

Jika tanah Negara saﬁagm d.amaksud dalam Pasal |, w[am dipergunakan untuk
kepentingan: instansi-instansi itu sendiri, duﬁaksudkan juga untuk dapat 5\\0N
dibérikan dengan sesuatu hak kepada“pihak ketiga, maka hak penguasaan’
tersebut di atas dikonversi menjadi "hak pengelolaan” sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan 6 yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan

untuk keperluan itu olgh-instansi yang bersangkutan,

v O

6'\’\_0‘“

X ON

6. PeraturanMenteri Dalam Negert Nomor 6_Tahun 1972 Tentang Pelrmpnlnn \\oN

Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah re?®

Pasal 12 : e’

Menteri Dalam Negeri® memberikan keputusan nt&ﬂgﬂrm permohonan
pernberian, perpanjangan/pembaruan, menerima pelépasan, 1zin pemindahan

serta pembatalan: g,\\O‘\J j
a." hak milik, rel

b. hak guna usaha;
¢. hak guna bangunan; e
x00y
0s\© j
el
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d. -hak’pakai; Re\)o%\‘o\J
e. hak pengelolaan;
f halpenguasaan
g. 1zin membuka tanah -4tas tanah Negara, yang wcwanangnva tidak
dilimpahkan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Kepdala Dacrah/ Kepala
Kecamatan, o 5\’&0‘\J |
Qe
7. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah nel
Pasal 29 :
Hak pengelolaan dapat diberikan kepada b e ge@oé\mw

a. ' Departemen dan jawatan jawatan Pemerintah;
b. Badan-badan hukum yang ditunjuk Pemerintah e

8. Peraturan M\?ntnn ‘Dalam Negeri Nomor | Tahun1977 ‘;cntang Tata Cara
Pepmohonan  dan  Penyelesaian Pembénian Hak Pengelolaan SﬁﬁPOS\
Pendaftarannya.
Pasal 1 : yer )€ ‘

Yang dimaks dolfgan "an Pengelolaan” dalam peraturan ini adalah - \
a. merencanakan peruntukan dan mnggu:ggm&gaﬂ;ang bersangkutan, 0«32\\0‘\J
b. “menggunakan tanah tersebut uniuk%@&rlm pelaksanaan usahanya, re?
¢. menyerahkan bagian-bagian dari pada tanah itu kepada pihak ketiga
menurut persyaratan yan @ﬂmtukan oleh perusahaan yang (memegang
hak tersebut, yan segi-segl peruntukan, penggunaan, jangka
waktu dan ke annya, dengan ketentuan hahﬂ’pcmbcnan hak atas
tanah . kepada plhﬂk ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat- S\’xON
péjabat yang berwenang, sesuai -deéngan peraturan perundangan
berlaku

(\JU

C \"\

. et
2.3 Landasan Teori A\

2.3.1 Hak Pengelolasn

Hak pcngclnlaan satu diantara jcn_isjeﬁ'l’s hak-hak atas tanah yang sama"”
sekali tidak disebut dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor § Tahun 1960.
‘TIstilah hak pengelolaan pertama' Kali disebut oleh Pcratumn,hq&eﬁi“@ﬁ\ Agrania
Nomor 9 Tahun 1965 yang mengatur tentang Pelaksanaaiy ;Kﬁnvcrsi Penguasaan o \3
Atas TanalvNegara dan Kebijakan Selanjutnya {Ranoemihardja, 1982 : 16). 0% |

\
S‘\\ON ;

el
oe

\
?\6909;\\0‘““
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Hak pengelolaan memang tidak “disinggung dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960, tetapi sebenarnya dapat kita jumpai secara tersirat dalam
Penjelasan Umum 11 angka'2 yang menyatakan bahwa memberikan tanah
demikian itu terhadap seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut
peruntukannya dan keperluannya,

Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 menyatakan
bahwa jika tanah Negara yang dimaksud dalam Pasal I, selain dipergunakan untuk
kepentingan instansi-instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan
dengan seésuatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan tersebut di atas
dikonversi menjadi hak pengelolaan yang dimaksud dalam Pasal 5a dan 6,
berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu olch mstansi
vang bersangkutan.

Perigertian hak pengelolaan adalah_hak atas tanah yang dikuasai oleh
Negara dan hanya dapat diberikan kepada badan hukum Pemerintah atau
Pemerintah Daerah baik dipergunakan untuk usahanya sendiri maupun untuk
kepentingan pihak ketiga. (Ranoemihardja, 1982 :16),

Apabila tanah Negara yang diberikan kepada suatu instansi tertentu, hanya
dipergunakan untuk pelaksanaan tugasnya tanpa diberikan kepada pihak ketiga
dengan sesuatu hak, maka oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965
dikonversi menjadi hak pakai. Pasal | Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun
1965 ini_dengan jelas menyatakan bahwa hak penguasaan atas tanah Negara
sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang
Penguasaan Tanah — Tanah Negara, yang diberikan kepada departemen-
departemen, direktorat-direktorat dan daerah-daerah swatantra’ sebelum peraturan
ini sepanjang tanah-tanah tersebut hanya dipergunakan untuk instansi itu sendir
dikonversi menjadi hak pakai, sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Pokok
Agraria yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu
oleh instansi yang bersangkutan (Zein, 1995 : 65).

Setelal berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, pengaturan atas tanah
Negara berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang

Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-

.
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Ketentuan Tentang Kebijaksanaan. Penguasaan tanah Negara tersebuf selain mnﬂf’os

kepentingan instansi-instansi itu sendiri, maksudnya juga untuk dapat dipakai atau
diberikan dengan suatu hak kepada pihak ketiga maka hak pﬂnglmsmatas tanah
negara tersebut dikonversi menjadi hak pengelolaan.

Hal yang sama juga dapat dilihat dalém ketentuan Pasal 5 yang disebut”
oleh Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965. Pasal 5 tersebut
menyatakan bahwa apabila tangh-tanah Negara yang dimaksud dalam Pasal 4
diatas, selain dlpergunﬂknn oleh instansi-instansi ity sendini, juga dimaksudkan
untuk_diberikan dengan sesuatu hak kepada®pihak ketiga, maka oleh M:wog\mﬂ
Agraria tanah-tanah tersebut akan diberikan dengan hak pengelolaan Pengertian
dan wewenang yang tersimpul pedi hak pengelolaan ini, dije[askm 6leh Pasal 6
Peraturan Muntcrl Agrana Nomor 9 Tahun 1965 tmhut }Mmg nlcﬂ}atakan

(1) Hak_ peilgilolaan_ yang dimaksud dqlms‘?asai 2 dan Pasal S di saso ot ©
meémberikan wewenang kepada pemegangnya untuk -
a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut,
b. menggunakan tanah terscbot untuk keperluan pelaksanaan t
¢. menyerahkan bagian- baglan dari tanah tersebut kepada plhﬂk ketiga
dengan hak pakai yang berjangka wakitu 6 (mm] tahun;, \
d. menerima uang pemasukan’ ganti u uang wjajib tahunan et
(2) Wewenang untuk menyerahkan tanalt m%:pada pihak ketiga yang dimaksi
dalam ayat (1 ) huruf ¢ diatas terbatas pada
a. tanah yang luasnya maks,mnin 1.000 m* (seribu meter persegll,
b. hanya kepada warga negara Indonesia dan badm-badm hukum yang
dibentuk mendrut hukum Indonesia dan bcrkcduduﬁm di Indonesia
c. pemberian hak untuk yang pertama kaliosaja, dengan ketentuan bahwa 5\\0(\J
‘perubahan, pcrpanjungan dan penggantian hak tersebut akan dilakukan~
oleh instansi agrana yang bersangkutan dengan pada asasnya tidak
mengurangi penghasilan yang diterima sebelumnya oleh pemegang hak itu

S‘\\ON

Bertitik tolakcdan ketentuan diatas, dapat djrumiuskan pengertian hak
pengelolaan’ini’ sebagai suatu hak atas permukaan bumi yang disebut d% S\ON
tanah vang merupakan pelimpahan wewenang dart pemerintah pusat kepada suatu
lembaga pemerintah, atau pemeriniah daerah, badan hukum pemernntihan, atau
pemerintah daerah untuk
a. merencanikan peruntukan dan penggunaan tinah yang bersangkutan, ! QOQ\\O‘\J \1

b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya,
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O \’\0(\J
¢. menyerahkan bagian-bagian dari tanah“1tu kepada pihak ketiga ::I:mnuﬂﬁqo6

persyaratan yang ditentukan oleh pemegang hak pengelolaan tersebut, yang
meliputi segi peruntukan, “penggunaan, jangka waktu dan)keuangannya,
dengan ke;gnnlan'lﬁabm pembenan hak atas tqnah'kepada pihak ketiga vang N \
bersanigkutan dilakukan oleh Pejabat-Pejabat yang berwenang mw.-r:ug:l,lwog’“0
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan
Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, sesuai dengan Peraturape Perundangan
yang berlaku (Harsono, 1999 * 268).

Nepara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan I'll.l.l';.].rlggpo(5“0w
dengan sesuatu hak, antara lain hak milik, hak pakai, hak guna bangunan atau
memberikannya dengan hak pengc’ﬂ:laan kepada suatu bndan pengtiasa untuk
dapat dipﬂgunakan@aﬁi pelaksanaan tugasnya m&smg\mastng

Mungacu pada Penjelasan Umum Ung]an@-Undang Pokok Agraria angka g 0‘5“0(\J
butir {2] dinyatakan bahwa disamping kepada orang atau badan hukum p:rﬂatu,
Negara dapat pula membenkaﬂ tanah yang dikuasai oleh béagam dalam
"pengelolaan” kcpnqu\muam Badan Penguasa {Dﬁpartenma Jawatan atau Daerah \
Swatantga} antuk dipergunakan bagi [mtaksa{;gaﬂqwgasnva masing-masing. I—Im.k.v \\0‘\J
pengelolaan adalah hak publik yang mcmbm wewenang kepada subyek hnkn)m
untuk mengatur peruntukan Wﬁ‘m Hak pengelolaan hanya dapatcdiberikan
kepada badan pcnguasa)\)mu badan hukum publik yangqterdm dan instansi
pemenntah, hak pengelolaan tidak boleh dipindahtangankan dan dibebani ckmgan 5\\0‘\J
hak tanggungan

Semula menurut Pasal 6 ayat(1) huruf ¢ Peraturan Menteri Agraria Nomor
9 Tahun 1965 menyatakan bagian-bagian tanah hak pengelolasn dapat diserahkan
kepada pihak kétiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun. Hal 5\\0N
yang sama juga dinyatakan oleh Pasal 28 huruf ¢ Peraturan Menteri Dalam Nes:n
Nomor S Tahun 1973, akan tetapi oleh Pasal 5 ayat (7) huruf a Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 5-Tahun 1974 juga dinyatakan buhwn:"taﬁﬁh-mnnh yang
dikuasai oleh perusahaan pembangunan perumahan dengan hak pengelolaan, alas ot \
usul perusahaan tersebut oleh pejabat bank yang berwenang yang dimaksud daﬁ&
Pasal 3 dapat diberikan kepada pihak-pithak yang memerlukan dengﬁ‘t_;}(!'}p.k milik,

Repoé\m”j
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\ A ot
hak guoma bangunan ataupun hak pakai berikut rumah-rumah dan b&ngrmgﬂagos

bangunan yang ada di atasnya menurut ketentuan dan persyaratan peraturan
perundangan agrana yang berlaku ﬁ-larsunu, 1999 :395). A

Dari ketentuan Pasal 5 ayat (7) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor -$Tahun 1974 di atas, dapat disifipulkan bahwa bagian tanah hak®
pengelolaan itu dapat diserahkan kepada pihak ketiga dengan hak milik, hak guna

é\\ON |

bangunan atau hak pakai. Semua hak ini, baik pengertian, persyaratan maupun
jangka waktu dan berakhimya mnduk pada Undang-Undatig Pokok Agraria.
Penguasaan atas tanah Negara padamulanya diatur dalam Peraturan
Pemernntah Nomor 8 Tahun 1953, Pasal 4 menyebutkan bahwa penguasaan itu
dapat diserahkan kepada suatu kementrian alau jawatan dan sty daerah
swatantra, .l’awatar{(x;nmurut Pasal | hurufa Fﬂratumn Pamﬁnfnh Nomor 8 Tahun
1953 adalah brgamsask suatu kementrian y%ng)‘ﬁerdm sendiri, dan dengan dagng s\\o(\J
swatanlra, menurut pasal | huruf ¢ pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahtm
1953 adalah daerah yang dlben hakuntuk mengatur rumah mngba.u@m séndir.
Menurut F‘a(s\gk; avat [4} Undang-Undang Fokok Agraria Nomor 3 Tahun \
1960, gét}fuyck hak pengelolaan adalah W swatantra dan masyamkael\) '\'xO‘\J
masyarakat hukum adat. Kemudian di dalam Penjelasan Umum 11 angka (2)
dijelaskan bahwa subyek hak Wlntaan adalah badan penguasa yang berupa
departemen, jawatan Maru“d;aerah swatantra, sedangkan srbthmmra oleh Peraturan
Pemerintah Nowmor 8 Tahun 1953 yang menjadi‘subyek hak penguasaan atas s\on

aed®
tanah yang kemudian dikonversi menjadi hak pengelolaan, adalah jawatan sebtgﬂ

organisasi dan suatu kementrian dan daerah swatantra.

Di dalam Peraturan - Menteri Agraria Nomor 9 Tahunot965 pada Pasal 4
dinyatakan_bahivd yang menjadi subyek hak pengelolaan adalah {icparlcutm. 5\\0N\'
direktorat, atau daerah swatantra, tetapi'kemudian Pasal 29 Peraturan M:naten
Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1983 menycbutkan bahwa hak pengelolaan ini
dapat diberikan kepada departemen dan jawatan jawatan Pemetintah serta badan-
badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah s'\\ON \i

‘Akhimya Peraturan Menteri Diafam Negeri Nomor 1 Tahun 977
menyebutkan subyek hak pengelolaan itu pada Pasal 2, 5 dan Fasg{ 7, yaitu

é\\oﬁj
ef®
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; QOQ\\O(\J
Pemerintah Daerah, lembaga, instansi dafi ‘atau badan hukum milik Pemerintah

atau Pemerintah Daerah untuk pembangunan.

2.3.2 Hak Penguasaan
Hak pengelolaan sebagai bagian dari hak-hak penguasaan tanah yang kP
berlaku di Indonesia, tdak dapat dipisahkan begitu saja dar hak-hak penguasaan
‘atas tanah pada umumnya. Pada“hakekatnya hak penguasaan 'adaﬁh‘- merupakan
refleksi dari pandangdh manusia terhadap dirinya sendiri sebagai manusia dalam
hubungannya dengan pandangannya terhadapi@nah ed®
Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban
dan atau larangan hagi scsaomng yang memegang hanya untuk berbuat sesuatu
dengan tanah yung(dmah tersebut. Wewenang, kﬂ%ﬁbﬁn dan atau larangan o(\JU
untuk dlpcrbuni ulsh pemegang hak atas la!p.boﬁulnh vang merupakan tolok n@@r‘)o%\x
p-r:mhcda antara berbagai hak menguasai yang diatur dalam hukum tanah yang
Jbersangkutan.

ot

g\\ON

e

Hak atas m&q@ynﬁﬁ dnschut hak milik dalam Pasal~20 l;mianb -Undang

Pokok ag:ana mcmben wewenang untuk mml&mum tanah yang dihaki %@ ‘3‘@“

batas wakru sedang hak guna usaha yang d:scbutknn dalam Pasal 28 Undang—

Eindang Pokok Agraria dlbatg%‘mn waktu penggunaan tanahnyaoBDemikian

Juga hak guna bangunan sébagai hak penguasaan atas tanahjuga dibatasi jangka

waktunya dengan menurut perjanjian yang ada. qet° s\"o(\J

Flak penguasaan atas tanah dapat diartikan sebagai lembaga hukum, jika

belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertenfu. Hak

penguasaan atas tanah-dapat juga merupakan hubungan “hukum kongkret

(subyektif recht)! jika sudah dihubungkan dengan‘fanah dan orang atau badan \’\0NU

hukum sebagai pemegang haknya. Dalam Undang-Undang Pokok Agrana dtaﬁ:r\)

sekaligus ditetapkan tata jenjang hak-hak penguasaan atas tanah dalam: Hukum

Tanah Nasional, yaitu antara fain

a. Hak BangsacIndonesia, yang disebut dalam Pasal 1, sebagai hak Penguasaan 5\\0‘\1
ata$ tanah vang tertinggi beraspek perdata dan publik; ey

é\xo‘ﬂj
ge@c

el
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b. Hak-'Menguasai dari Negara, yang disebut dalam Pasal 2, semata-rindta
beraspek publik;

¢. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang disebutkan dalam Pasal 3 beraspek
perdata dan publik;

d. Hak-Hak Perorangan , semuanvya beraspek perdata, terdiri atas :

b. hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara
langsung ataupun tidaklangsung bersumber pada hak-Bangsa yang
disebutkan dalam Pasal 16 dan Pasal 53;

c. wakaf, yaitu hak milik yang sudah diwakafkan, yang disebutkan dalam
Pasal 49;

d. hak jaminan atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 25, 3339 dan 51
sebagai hak tanggungan,

Jadi-pengertian penguasaan dapat juga“dipakai dalam arti fisik maupun
dalam arti yuridis, juga beraspek perdata dan beraspek publik. Penguasaan tanah
secara yunidis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi
wewenang kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki.
Tetapi ada ‘pula penguasaan tanah secara yuridis yang biarpun memberi
kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik tapi pada

kenyataannya penguasaan fisiknyacdilakukan oleh pihak lain (Harsonio,1999 -
255).

2.3.3 Hak Menguasai Dari Negara
Penjelasan Umum Undang<Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, angka II (2) menyatakan bahwa untuk
mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945 yang berbunyi :
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”,
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak menguasai dari Negara

termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

v (
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a_ mengatur dan menyelengparakan penwitukan, penggunaan, persediaan,\ﬁan’
pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antard Orang-orang |
dengan bumi, aif, dan ruang angkasa \
c._menentukan dan mengatur hubungan-hubtingan hukum antara nmng-ﬂwoé\\d\J
dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang
angkasa.

Berdasar dari pendirian tersebut di atas, maka arti kétentuan dalam Pasal 2
ayat {l} Unddng-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Po&@g 0‘5‘“0N
Pokok Agraria, yang berbunyi : "atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3)
Undang-undang Dasar 1945 dan lwl-hal sebagai yang dimaksud dalsm Pasall,
bumi, air dan nmngrungkasa termasuk kekayaan alam ying terkandung di
dalamyva 1y ;m‘da ungkatan tertinggi dlkmmguieh \Negara sehagai urgnmsasb s\\o‘\J
kekuasaan seluruh rakyat” Sesuai dengan dasa: pendinan tersebut di atas, imta
"dikuasai" bukanlah berarti "memiliki" akan tetapi adalah pﬁnm‘an yang
memben wewenang Lué)adﬂ Negnm

Adapun kaﬁcuasm Negara yang dllﬂ%\dﬁﬂn\ mengenai semua bumi, air g\xo‘\J
dan rualig angkasa, Jadi baik yang sudah Sihaki maupun tidak, kekuasaan Nt:g%reap
mengenai tanah yang sudah d;pun%m oleh orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh
is1 dart hak tersebut, artinya sdmpm seberapa Negara mcml?an kekuasaan kepada
yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas 5\\0(\J \
kekuasaan Negara, »e ai

Tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh sescorang atau pihak
lainnya adalah lebih luag.dalf penub. Negara dapat memberikin tansh yang
demikian itu kepada seseorang atau badan hukum.dengan sesuatu hak menurut \\ONU
peruntukin dan keperluannya, antara lain"hak milik, hak guna usaha, hak pﬁﬁp
atau hak guna bangunan atau memberikannya dalam pengelolaan keguh suatu
badan penguasa (departemen, j@watan atau daerah swatantra) untuk d1p¢rgumkan
bagi pelaksanaan tugasnya..

Bérdasarkan Peraturan Pemenntal® "Nomor 8 Tahun 1953 Temﬁﬁ@o
Penguasaan Tanah-Tanah Negara, ditegaskan bahwa jika tanah Ncgea(m yang

é\xo‘ﬂj
Repo
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sudah diserahkan penguasaannya kepada suatu depariemen, jawatan atau

SO0

aef®

21

\
Os\\o(\J

swatantra, maka dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953
tanah Negara itu berada dalam‘penguasaan instansi yang terkait sﬂ:agmascmyl

Tetapi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tanah
Negara tidak dijadikan aset suatu instansi pemerintah jika belum diberikan dengan’

Oé\xo‘\l \1

surat keputusan pemberian hak oleh Menten yang mempunyan tugas dan fungsi di

'bidang pertanahan. Pada saat int ménteri yang berwenang untuk menétbitkan surat
keputusan pemberian‘hak atas tanah adalah Menteri Agraria’ Kepala Badan

Pertanahart atau pejabat bawahannya. (Parlindungan, 1989 - 11)
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PEMBAHASAN

3.1 Asal-Usul Aset"Tanah PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX
Jember ReP
J.1.1 Aset Tanah PT Kereta Api (Persero) vang diperoleh dari Tanah

|
0‘3\\0\\J

Negara

Sebelum dilaksanakan pembangunan jalan keretd'api oleh PT Kereta Api o
{PﬁISﬂr@}‘Rﬁe'bih dahulu dilakukan penyerahaty penguasaan tanah Negara kcpﬁ;iﬁpos\\
PT Kereta Api (Persero). Pcnycmhan penguasaan tanah (bestemming) kepada PT
Kereta Api (Persero) dilakukan ‘berdasarkan ordonansi yang imuat dalam
Staatsblad Nederlandseh Indie. Setiap jalan lintas kcmm dpi dl-besremmmg-kan o ¥

kepada I"I Km?a Api (Persero) dan dlmaat‘)%lam Staatsblad masing-masing-0°
Berdasarkan Staatsblad-Staatsblad tersebut  Pemerintah telah menyerahkan
‘penguasaan tanah kepada PT I§mta Api (Persero). Kemudian tagﬂh tersebut di
bawah penguasaan [:\:Nefmer pada PT Kereta Api [Pemc.m} 3

'I::Etgah-mnah. yang sudah dl-besm&réga‘g@au kepada PT Kereta %@0‘5\‘0
(Persero). lulu diukur, dipetakan dan dilakukan menurut teknik geodesi oleh
ldindmester (petugas pengukux‘ga\\‘ﬁdnst:r}. Untuk memenuhi legalitas sesuai
dengan peraturan yang-tietlaku, maka setiap grondkaart disahkan oleh Kepala
Kantor Kuda@fér setempat (Sumber = dari hasil wiwancara dengan Bapak [m% 0‘5\\0(\J
Sunyono selaku Seksi Properti Bagian Tanah Dan Bangunan PT Kereta Api
(Persero) Daerah Operasi IX Jember)y:

Gronkaart adalal‘pemetaan dan pengukuran tsmah Negara yang
menguraikan.dan menjelaskan secara kongkrit ‘bitas-batas tanah yang “’d\?{‘e QOQ\\O‘\J
discrahkan kepada PT Kereta Api (Persero) berdasarkan ordonansi yang dimuat
dalam Staatsblad masing-masing, lanah-tanah yang diuraikan dan yang sudah
dibestemingkan tersebut statusnya adalah tanah Negara, namun kualitasnya sudah
menjadi kekayaasn negara aset PT Kereta Api (Perséro), sehingga terhadap tanah 5‘\&0‘\J
tersebut’ berlaku  peraturan  perundang-undangan  perbendaharaan negn?\np
(komtabel). et

b
bad
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Pengukuran atau pemetaan tanah untuk keperluan orang atau badan hukum
swasta, hasilnya disebut surat ukur (Meetbrief). Fungsi surat ukur (Meetbrief)
sendiri adalah sebagai lampiran untuk memohon secsuatu hak atas tanah kepada
Pemerintah, misalnya hak eigendom, hak erfpacht atau hak opstal. Meetbrief
tersebut-barut mempunyai nilai yundis setelah diterbitkan surat keputusan dan
Presiden tentang pemberian hak eigendom, hak erfpacht atau hak opstal kepada
seseorang atau badan hukum-swasta. Di dalam surat keputusan-pemberian hak
tersebut dicantumkan tanggal dan nomor meerbrief tadi yvang menguraikan bahwa
tanah sebagaimana yang diuraikan dalam meefbrief itulah yang diberikan dengan
hak eigendom, hak erfpacht atau hak opstal. Hak eigendom, hak erfpacht atau hak
opstal itu harus didaftarkan pada kantor kadaster dan selanjutnya_diberi nomor-
nomor verponding untok masing-masing bidang tanah Sebagﬁi surat tanda bukti
hak atas tamah lersebul, setiap orang atau badamhukum swasta wajib mempunyai
surat tanda bukii hak atas tanah yang dimaksud. Jadi fungsi Meerbrief adalah
lampiran surat tanda bukti yvang sah'

Lain halnya dengan fungsi gambar atau peta tanah vang dibuat untuk
keperluan Instansi Pemerintah, pengukuran dan pemetaan tanah untuk keperluan
PT Kereta Api (Persero), hasilnya disebut grondkaart. Grondkaart itu merupakan
hasil final yang tidak perlu ditindak lanjuti dengan surat keputusan pembenan hak
oleh Pemerintah. Berdasarkan asas domein dalam hukum-agraria sehagaimana
yang termuat dalam Agrarische Wer (Staatsblad 1870 Nomor 55) dan Agrarische
Besluit (Staatsblad 1870 Nomor 118), kepada Instansi Pemerintah tidak diberikan
surat tanda bukti hak atas tanah,

Sesuai dengan asas domein tersebut, maka vang cdiwajibkan untuk
mempunyai surat tanda bukti hak atas tanah hanyalah orang atau badan hukum
swasta. Jika orang atau badan hukum swasta tidak dapat menunjukan surat tanda
bukti hak atas tanah maka tanah tersebut adalah tanah Negara. Kewajiban untuk
menunjukan surat tanda bukti hak atas tanah tersebut tidak dibebankan kepada
Instansi Pemerintah, yang memang tidak pernah diberikan surat tanda bukti hak
atas tanah. Bukti vang harus ditunjukan oleh Instansi Pemerintah untuk
mengatakan bahwa tanah adalah aset dari Instansi Pemerintah adalah cukup

e (O
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\J
R\ w0ty
menyerahkan penguasaan tanah (bestemmmg} saja. Berdasarkan Staatsblad iRiil\)Os\

nomor 110 dan Staatsblad 1940 Nomor 430 tanah vang sudah dtbcstcmmmgkan
ifu otomatis menjadi aset Intansi Pemerintah yang bersangkutan. |
Berdasarkancasas hukum tersebut di atas, maka-kepadd PT Kereta Api \j
(Persero) ik pernah diberikan surat tanda-Biukti hak atas tanah Tmh-m@gpoé“ow
vang sudah di-bestemming-kan kepada PT Kereta Api (Persero) itu kemudian
ditindak lanjuti dengan pembuatan’ grondkaart (Bukti pengukuran «an pemetaan
tanah). Tanah-tanah.yang sudah divratkan tersebut ity sudah menjadi kekayaan
negara, sehingga tidak dapat di berikan kepadapihak lain sebelum mendapat Eigooé\‘ON
dan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Pembina Umum
Kekayaan Negara. 2
(irondkaart (Bukti pengukuran dan pemetaan ta(nah Negara), yang dimiliki
oleh Pl‘ K.crcm\lApl (Persero) 1tu b-criungm sﬁhgal pctunjuk yang men]elaskm'b 6\\0N
bahwa tanah yang diuraikan tersebut merupakan kekayaan negara, jadi gmnl:lkmtn
Htu bagi PT Kereta Api {Pn:rscm)rﬁmgsmya sama dengan surat uud@hukn hak
bagi perorangan atau\gg.daﬂchukum swasta. d \
5\'\0(@ 5\'&0” 5
e? @e?® ed®
3.1.2  Aset Tanah PT Kereta Api (Persero) yang diperoleh dari Kekayaan
Pemerintah Hindia B&W
Setelah Prnkhmﬁemcrdcknan berdirilah Nugagqﬂﬂpuhhk Indonesia,
maka semua kékayaan Pemerintah Hindia Belanda' demi hukum (van recﬁm:ge) \on \
otomatis menjadi kekayaan Negara Rapuhl:k Indonesin.  Sejak u:rbenmk%u
Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) pada tanggal 28 September
1945, maka semua aset Perusahaan Kereta Api Negara ( ‘:mxg\s“ﬁ;ﬁi;:rwcgcnj yang
diuratkan dalam’ grondkaart tersebut otomatis lmnjuﬂl aset DKARL Kemudian \\ONU
berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan Tenaga Kerja dan Fckcrﬁ'm
lJmum Nomor 2 Tahun 1950, dibentuk Djawatan Kereta Api (DKA) g@g berada
di bawah naungan Departesien Perhubungan Tenaga Kr:r_la dan Pékeqaan Umum
sehingga aset Staats Spoorwegen tadi otomatis, menjadi aset DKA, selanjutnya .\\0‘\;\1
menjadi aset PNKA, PJKA, PERUMKA dai ‘terakhir menjadi aset PT Kereta %%?05

{J’crscm}. e

e@oé\xo‘qj
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Beérdasarkan Pengumuman Menteri' Perhubungan Tenaga Kera dan
Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 1950 Tanggal 6 Januan 1950 maka DKARI,
Staats Spoorwegen dan VS digabung menjadi DKA dan asetnya sejak Tanggal 1
Januari 1950 diambil alih oleh DKA vyang sekarang menjadi PT Kereta Api
(Persero). Berdasarkan Peraturan Pemerintah’ Nomor 40 dan 41 Tahun 1959
tentang Nasionalisasi Kereta Am Milik Belanda aset dan 12 (dua belas)
perusahaan kereta api swasta’ Belanda yang tergabung dalam' Feremigde

Spoonvegbedrijf (V8) tersebut diserahkan pengelolaannya kepada DKA, schingga

sejak berlakunya peraturan pemerintah Nomor 40 dan 41 Tahun 1959 maka secara

yuridis semua aset Verenigde Spoorwegbedrijf sudah menjadi aset DKA yang
sekarang sudah menjadi PT Kereta Api (Persero).

Dalam Pasal 2‘Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 1953 diatur bahwa
kecuali jika penguasaan atas tanah Negara dengan undang-undang atau peraturan
lain pada waktu berlakunya peraturan pemerintah ini telah diserahkan kepada
kementrian, jawatan atan daerah ‘swatantra, maka penguasaan tanah Negara
tersebut ada pada Mentén Dalam Negeri. Ketentuan ini bermakna bahwa semua
tanah Negara penguasaannya ada pada Menteri’ Dalam Negeri, kecuali tanah
Negara vang sudah diserahkan kepada kementrian, jawatan atau daerah swatantra
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tertanggal 24
Januan 1953

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1958 tanah-tanah aset
VS tersebut dinasionalisasi menjadi kekayaan negara dan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 dan 41 Tahun 1959 diserahkan penguasaannya kepada
DKA. Atas dasar kekuatan hukum yang termuat dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 1958 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara dan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 dan 41 Tahun 1959 itu maka tanah-tanah aset Ferenigde
Spoorwegbedrijf sudah berubah menjadi hak beheer DKA. Berdasarkan Peraturan
Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tanah-tanah yang dikuasai oleh DKA
dengan hak penguasaan (hak beheer) tersebut yang berasal dari nasionatisasi aset
Verenigde Spoorwegbedriff itu sejak tanggal 24 September 1960 dikonversi
menjadi hak pakai atau hak pengelolaan atas nama DKA berlaku selama
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\ON
dipergunakan walaupun sampai sekarang add’ vang masih belum hcrs-e:mfkmﬁ‘o

Untuk tanah hak beheer yang belum bersertifikat yang berasal dari aset Fmrmgda
Spoarwegbedrijf secara berangsm'-:mg;ur masih dalam proses peuswﬁﬁkﬁmn |
Pada saat mulal bcrlakunya Undang-Undang \Pokok Agraria Nomor 5 I
Tahun 1960, tanah-tanah grondkaart itu merupakan hak beheer DKA, berdasarkan
Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 ditegaskan bahwa tanah-tanah
yang dikuasai oleh Instansi Pemerititah dengan hak penguasaan (behedt itu sejak
tanggal 24 September 1960 dikonversi menjadi hak pakaistau hak pengelolaan
berlaku qelamadi pergunakan. ~Q0S Repoé\\ow
Tanah aset PT Kereta Api (Persero) baik vyang berasal dari
pengambilaliban  aset Staats Spoorwegen, dengan cara nasionalisasi aset
Verenigde bponrwe‘g{ma"n}gf maupun yang dxperuleh scndiﬁ “Karena pengadaan
tanah, dalam péﬂamhan administrasinya adaagsng iudah mempunyai sertifi ka%p s\\ON
namun juga ada yang masih belum mempunyai sertifikat hak atas tanah Scmun
tanah aset PT Kereta Api {Izersem} dipisahkan dan tunduk k-.:pada *Undang-
Undang Pcrbcndahar%@ Neégara dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970,
Keputusan Prmdcn Nomor 16 Tahun 1?94 dsg\\p&}tatumn perundangan ]nmn?\ya 00 g.\\oN

e’
mengenal kekayaan negara.

Menurut ketentuan hukmn\;@tbcndahaman Negara, tanah aset PT Kercta
Api (Persero) baik yango\mdah bersertifikat maupun ym;,grhefum tidak boleh
dilepaskan kepada pihak ketiga jika tidak ada izin'dari menteri keuangan atas Y
persetujuan Presiden terlebih dahulu, walaupun tanah aset PT Kereta ﬁf}:ﬁp
(Persero) belum bersertifikat atay masth berstatus tanah Nr:gnm,‘ namun tdak
boleh diberikan dengan suatu hak atas tanah tersebut kepada gsitiak ketiga, jika
tidak ada izin darn Menteri Keuangan atas persetujuany Presiden. o
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 dan 41 Tahun 1959 Tcma%gep

Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada \J@(

05\\0”

Wﬂﬂ}'ﬂh Republik Indonesias dinyatakan bahwa perusahaan swasta Bclandn Juga
dinasionalisasi, asetiiya berubah menjadi barang milik atau kcka:.faan Negara yang
selanjutnya discrahkan menjadi aset Instatisi Pemerintah yang ditunjuk untik
mengelolanya.

o s‘\\o‘ﬂ

A ‘\\\Oe‘(
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Kemudian instansi-instansi tersebut ‘diberikan tanah untuk digunakan

sebapai penunjang dan kegiatan operasionalnya. Macam-macam hak atas tanah

yang dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah dan yang boleh mempunyainya
adalah sebagai berikut :

a.

Hak milik : hak milik dapat diberikan kepada bank milik Pemerintah. Jadi hak

milik dapat dipunyai oleh Badan Usaha Milik Negara Perbankan;

Hak guna usaha : hak gunawusaha dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik

Negara dan Badan Usaha Milik Daerah untuk - perusahaan perkebunan,

perikanan dan peternakan;

Hak guna bangunan : hak guna bangunan dapat diberikan kepada Badan

Usaha Milik Negara dan_Badan Usaha Milik Daerah untuk:'mendirikan

bangunan gedung;

Halk paka : hak pakai untuk Instansi Pemerintah ada dua macam yaitu:

1) Hak pakai yang berlaku terus menerus selama dipergunakan, dapat
diberikan kepada Departenien/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah
otonom, jika tanahnya dipakai sendiri;

2) Hak pakai selama jangka waktu 25 tahun, dapat diberikan kepada Badan
Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, jika tanahnya
dipakai sendiri untuk penggunaan non pertanian dan tidak untuk
mendirikan bangunan gedung,

Hak _pengelolaan : hak pengelolaan® ' dapat  diberikan kepada

Departemen/Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara, Pemeriﬂtah

Daerah Otonom dan Badan Usaha Milik Daerah, jika tanah asetnya itu

dimaksudkan selain untuk dipergunakan sendiri. juga akan diberikan kepada

pihak ketiga melalui pemanfaatan aset dengandzin menteri keuangan.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara vang bergerak dalam bidang

transportasi maka PT Kereta Api (Persero) mendapatkan hak pengelolaan sebagai
hak atas tanah yang dikuasainya. Pada Tanggal 1 November 1983 diadakan

Perjanjian Kerjasama antara PJKA dengan Direktorat Jendral Agraria Nomor
162/HK/Tap/1983 dan Nomor 57/SPK/XU1983 Tentang Pelaksanaan Kegiatan
Keagrariaan Untuk Pensertifikatan Tanah PJKA. Tujuan perjanjian_kerjasama

-


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

28

tersebut ‘adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah-tanah PJKA yang
melalui pensertifikatan tanah yang penanganannya memerlukan kegiatan teknis
keagrariaan.
Kegiatan inventarisasi dilakukan secara menyeluruh terhadap semua tanah
aset PJKCA baik yang berasal dari nasionalisasi aset Verenigde Spoonvegbedrijf
maupun tanah lain vang perolehannya dilakukan oleh DKA/PNKA/PIKA sendin
dapat diketahui data mengenar
Semua tanah aset PIKA

b. Tanah‘vang dipergunakan langsung untuk® kepentingan operasional PJKA
yaitu untuk prasarana pokok:

¢. Tanah yang dipergunakan untuk menunjang operasional PJKA;

d. Tanah vang dicadangkan untuk pembangunan PJKA.

¢. Tanahyang diduduki oleh pihak ketiga baik-dengan 1zin PTIKA ataupun tanpa
izin PJKA (wawancara dengan Bpk A Herlianto selaku pengawas teknologi
operasi, Daerah Operasi X Jember).

Dalam Undang=Undang Nomor |13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian,
ada tiga komponen utama dalam rangka pengoperasian kereta api yaitu
a. Prasarana kereta api, adalah jalur dan stasiun kereta api termasuk fasilitas

vang dipergunakan agar sarana kereta api dapat dioperasikan;
b. Sarana kercta api, adalah segala sesuatu yang dapat bergerak di atas jalan rel;
¢. Fasilitas ‘penunjang kereta api, adalah segala sesuatu yang melengkapi
penyelenggaraan angkutan kereta api yang dapat memberikan kﬂmudaimn
serta kenyamanan bagi pengguna jasa kereta api.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998
Tentang Prasarana Dan Sarana Kereta Api dijelaskan bahwa prasarana kereta api
meliputi jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasional sarana kereta
api. Jalur kereta api diperuntukan bagi lalu lintas kereta api yang meliputi tanah
daerah manfaat jalan kereta api, tanah daerah milik jalan kereta api dan tanah
daerah pengawasan jalan kereta api termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas
di atasnya. Batas daerah manfaat jalan kereta api untuk rel di permukaan tanah

adalah sisi terluar rel beserta bidang tanah di kiri dan kanannya yang
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dipergunakan untuk konstruksi jalan rel termasuk bidang tanah untuk penempatan
fasilitas operasional sarana kereta alpi dan atau saluran air dan atau bangunan
pelengkap lainnya. Batas daerah milik jalan kereta api untuk rel dipermukaan
tanah adalah batas paling luar sisi kin dan kanan daerah 'manfaat jalan kereta api,
masing-miasing 6 (enam) meter. Batas daerah pengawasan jalan kereta api untuk
di permukaan tanah adalah batas paling luar sisi kirt dan kanan daerah milik jalan
kereta api. masing-masing sebesar 9 (sembilan) meter.

Tanah yang digunakan untuk jalan kereta api-dinyatakan dikuasai oleh
pernerintah adalah sebagai aset Departemen® Perhubungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan agraria yang
berlaku diberikan dengan hak 'pakai atas nama Departemen Perhubungan
Direktorat Jenderal “Perhubungan Darat berlaku selama tanah tersebut
dipergunakan untuk jalan kereta api.

Tanah daerah pengawasan jalan kereta api dinyatakan sebagai aset PT
Kereta Api (Persero), sesual dengan peraturan perundang-undangan agrana/
pertanahan yang berlaku diberikan dengan hak puna bangunan atau hak
pengelolaan atas nama PT Kereta Api (Persero).’ Sepanjang tidak mengganggu
fungsi stasiun kereta api, di stasiun kereta api dapat diselenggarakan kegiatan
usaha penunjang angkutan kereta api, berupa usaha pertokoan, rumah makan dan
atau akomodasi, baik untuk kepentingan PT Kereta Api (Persero) maupun warga
masyarakat. Pada setiap stasiun kereta api ditetapkan daerah lingkungan kerja
dengan batas-batas yang jelas. Tanah daerah lingkungan kerja stasiun kereta api
dinyatakan sebagai aset PT Keretac Api (Persero). Darn uraian tersebut di atas
sebagaimana telah diatur®dalam Undang-Undang Nomor -13 Tahun 1992 dan
Peraturan Pemienntah Nomor 69 Tahun 1998 Tentang Prasarana dan Sarana
Kereta Api. ternyata ada dua kriteria tanah yang dapat dipergunakan untuk kereta
api, yaitu :

a. tanah daerah manfaat-jalan kereta api dan daerah milik jalan kereta api
dinyatakan éebagai asel Pemerintah, sesuai dengan peraturan perundangan
agraria atau pertanahan yang berlaku diberikan dengan hak pakai atas nama
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Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berlaki
selama tanah tersebut dipergunakan untuk jalan kereta api;

b. tanah daerah lingkungan kerja stasiun kereta api dan tanah lain yang terletak
di luar batas dagrah milik jalan kereta api, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agraria atau pertanahan yang berlaku diberikan dengan hak guna
bangunan atau hak pengelolaan atas nama PT Kereta Api (Persero) (hasil
wawancara dengan Bapak Suniyono selaku Kepala Seksi Properti, PT Kereta
Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember )

Untuk mendorong pengembangan serta kemajuan Badan Usaha Milik
Negara dalam rangka meningkatkan pembangunan dan efisiensi perekonomian
secara nasicnal, telah dikeluarkan Iristruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1988 tentang
Pedoman Penyehatan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik' Negara. Berdasarkan
Inpres Nomor 'S’ Tahun 1988 telah diinstruksikan untuk mengambil langkah-
Iangkah penyehatan dan penyempurnaan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara,
salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh Badan Usaha Milik Nepara adalah
melakukan kerjasama operasi (KS0),

D1 dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740/KMK.00/1989
peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN antara lain dapat dilakukan
melalui kerjasama operasi, selanjutnya di dalam Pasal 9 Keputusan'Menteri
Keuangan tersebut diatur sebagai berikut :

a. KernasamaOperasi yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun
dapat dilaksanakan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris atau
Dewan Pengawas;

b. Kerjasama Operasi yang jangka waktunya lebih dari | (satu) tahun hanya
dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

PT Kereta Api (Persero) boleh melakukan diversifikasi usaha dengan jalan
memanfaatkan tanahnya secara berkerjasama dengan pihak ketiga guna
menunjang usaha pokoknya; sehubungan dengan itu PT Kereta Api (Persero)
dapat memanfaatkan tanahnya dengan cara disewakan dan kerjasama operasi.
Pamanfaatan tanah yang dimaksud adalah'dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Pasal 13 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 yang menyatakan -
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"Barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara dapat dimanfaatkdn’

dengan cara disewakan, dlpergunakan dengan cara dibangun dmgcmﬂkan
dan msemhlenmakm betdasarkan Keputusan Menteri Keuarigan”.

Pada dasarnya tanah aset PT Kereta Api'(Persero) tidak akan {!ﬂc%oé\\ow |
kepada pihak ketiga. Oleh karena itu"maka aset tanah PT Kereta Api (Persero)
yung potensial dapat ﬂimanfaatkm'ﬂéngan cara bekerjasama dengan pihak ketiga.
Pembinaan dan penatausah&an kekayaan negar, ditakukan berdasarkan
Undang-Undanig Perbendaharaan Negara ( yang térmuat dalam Staatsblad 1925 ot
Nomor 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-
AIndang Nomor 9 Tahun I‘}ﬁnﬂ) cinstruks: Presiden Nomor 9 I‘a.hﬂn 1970,
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 dan pcmturan perundangan lamnnya
mengenal kgkﬂﬁu\ negara tidak boleh dlh&pu%gu a#:belmn mendapat persetujuan s\\ON
Mﬂnten Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Pembina Um?ﬁ%})
Kekayaan Negara. Pembinaan dmpqnamusahaml aset Departemen At@bﬁl.cmbaga
Negara dilakukan nleh Dtﬂcktur .Icndera.l Anggaran dan aset E&dm Usaha Milik
Negara atas nama ﬁemcﬂ Keuangan. oty ) o™y S
*ﬁ'anah asct PT Kereta Api (Pcr%m? adalah tanah Pemenntah SE&%?
dengan penjelasan Menten Nagam,@\grma Kepala Badan Penmhan Nasional
pada rapat kerja dengan lw;m« }[ DPR RI Tanggal § Desm@m; 19‘?4 maka tanah
aset PT Kereta Aps (Persero) ini berlaku komtabe,
Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 16 Tﬂﬁﬁ?
1994 dijelaskan bahwa terhadap tanah yang nilai taksirannya menurut NJDF (nilai
jual obyek pajak) tidak lebth dani Rp. 10.000.000,000,- {st:puluﬁ mﬁyar rupiah)
telah dilimpahkan tleh Presiden kepada Menteri Keudnjgan,

Kebijaksanaan pemerintah mengenafpengamanan kekayaan negara

\
6\\0(\J b

\
05'\\0‘*

tanah sudah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Pasal 6 yang
menegaskan bahwa tanah-tanaf hak guna usaha, hak guna hmgmfdn” hak pakai

yang dimiliki olel Perusahaan Milik Negara, Pemsahaan Milik Daerah serta 5
badancbadan Negara yang sudah berakhirchaknya sejak tanggal 24 wos\‘o

0t

é\\oﬁj
ef®
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1980 diberi pembaharuan hak. Tanah-tanah“tersebut tetap dimantapkan slatusﬁﬁo

sebagal aset Negara.

Sebagaimana telah dikimikakan di atas bahwa tanah-tanahi@Set PT Kereta
Api (Persero) yang diuraikan dalam grondkaart ity kualitasnya adalah sebagai
kekayaan ﬁégmn. Dalam rangka mengamankan tanah aset PT Kereta Api"
(Persero), Menteri Keuangan Direktur Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik
“Negara dengan Surat Nomor SeIPMK 16/1994 tertanggal 24 Januari 1995 kepada
Menteri Negara Agriria/Kepala Badan Pertanahan Nm’-‘mnal telah menegaskan
bahwa- tariah-tanah yang diuraikan di dalam©grondkaart pada dasamnya ad@[@os\xow
merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebagal aktiva tetap PT Kereta Api
(Persero), sehingga perlu dimg.mrip&n statusnya menjadi mi[il; ’at'a.y'ﬁnﬁéym PT

é\\ON

e
o

Kereta Api (Perserg)h/© | \
Y 3 ’\ON
- Mgiiteri Keuangan dengan surat tersebit telah meminta bantuan Lc}&%os\

Mentm‘l Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional agar:
a. terhadap tanah PT Kcrcm ‘f"‘P‘ (Persero) yang dimanfaatkan mel@k:f kerja sama

dengan pihak lsg\(lgn ﬂupa}ra diterbitkan scmhknm%'u atas-nama PT Kereta Api

(Persero); gtov o0
% 2 RG@O Repo

b. terhadap tanah PT Kereta Api (Persero) vang diduduki oleh pihak lain vang

tidak berdasarkan kerja smmﬂngan PT Kereta Api {Pmem)rayp&ya tidak

diterbitkan sertifikatitas nama pihak lain tersebut, jika tidak ada izin atau
persﬂu;uﬁu “dari Menteri Keuangan, o0 c;,\’xO“J

Apabila pemanfaatan tanah PT Kereta Api (Persero) dilakukan dcn%an

kerja sama dengan pihak ketiga, maka terhadap aset PT Kereta Ape(Persero)

\

\U

diterbitkan sertifikat _hak® pengelolaan atas nama PT Kevéta Apl (Persero),
kemudian_barii’ Kepada pihak ketiga tersebut diterbitkan sertifikat hak gmu 5\\0N
bangunan atau hak pakai berdasarkan perjanjan yang disepakaty ’fa{ng
membebam PT Kereta Api ( Pc-:_‘sgm} terscbut, setelah hak guna banw atau hak

pakai pihak ketiga berakhir, hak pengelolaan PT Kereta Api (Pérsero) tetap eksis
Kemudian kgpmia ‘pihak ketiga dapat diberikan hak guna bangunan atau hak pakm \\ON \i
lagi berdasarkan pembaharuan perjanjian yvang dilaksanakan setiap tuhung}a
demikian seterusnya. Dengan diterbitkan sertifikat hak pengelolaan (‘q‘t\?\;\mmn PT

et
é\\owj
ef®
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Kereta ‘Api (Persero), walaupun di atasnya dibebani dengan hak guna bangunan
atau hak pakai atas nama pihak ketiga, namun hak pengclolaan akan tetap eksis,
sehingga tanah aset PT Kereta Api (Persero) akan aman hingga sepanjang masa.
Dengan_didasari Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang termuat
dalam ‘Staatsblad 1925 Nomor 448 scbagaimana telah diubah dan ditambah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968, Keputusan Presiden

Nomor 32 Tahun 1979, Keputisan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 pasal 13 ayal

(4) dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1069/MK.03/ 1990 dan Nomor

1 1/ME16/1994 ter tanggal 24 Januari 1995 dalam rangka pengamanan tanah aset

PT Kereta Api (Persero) tanah aset PT Kereta Api (Persero) baik yang berasal dari

grondkaart Staats Spoorwegen-maupun aset nasionalisasi VS serta tanah yang

pengadaannya dilakukan oleh DKA, PNKA, PJKA, PERUMEA yang sckarang
sudah menjadi PT Kereta Api (Persero), maka 1angkah-langkah vang perlu
dilakukan adalah sebagai berikut;

1. mempercepat penyelesaian sertifikat hak guna bangunan atau hak pengelolaan
atas nama PT Kéreta Api (Persero) dan sertifikat-hak pakai atas nama
Departemen Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang berlaku
selama dipergunakan untuk jalur jalan kereta api.

B3

tidak menerbitkan sertitikat képada pihak lain di atas tanah aset PT Kereta Api
(Persero) jika tidak ada izin atau persetujuan dari Menteri Keuangan,
Memberikan suatu hak kepada pihak lain atas tanah aset PT Kereta Api
(Persero) tanpa izin atau persetujuan dari Menteri Kevangan berarti menggelapkan
kekayaan negara schingga merugikan Negara Walaupun rambu-rarnbu menurut
Menteri Perbendaharaan Negara sudah cukup jelas, namun kenyataannya ada juga
terjadi perlakuan yang keliru terhadap tanah aset PT Kereta Api (Persero). Tanah
grondkaart statusnya menurut UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun
1960 adalah tanah Negara, tetapi menurut hukum perbendaharaan negara
dipisahkan menjadi aset” PT Kereta Api (Persero). Secara komtabel, tanah
grondkaart jitu ‘tidak boleh diterbitkan sertitikat® kepada pihak lain, jika tidak
diperoleh izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan, Apabila teradi
pensertifikatan tanah aset PT Kereta Api (Persero) yang berasal dan grondkaart
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Staats Spoorwegen dan nasionalisasi asetcperusahaan kereta api swasta Belanda’
(Verenigde Spoorwegbedrijf), dibenkan dengan suatu hak kepada pihak ketiga
tanpa izin dari Menteri Keuangan, hal itu berarti menggelapkan kekavaan negara,
sehingga si pelakunya dapat dituntut melakukan tindak pidana. Dari segi hukum
perdata, sertifikat atas nama pihak ketiga tersebut dapat dibatalkan melalui prases’
hukum di Pengadilan.

Dalam rangka pengamanian aset PT Kereta Api (Perser),” disamping
melanjutkan kegiatar -~ pensertifikatan tanah juga dilakitkan tuntutan perdata
kepada, pihak ketiga yang telah mensertifikatkan tanah aset PT Kereta AF’QOS\J\ o
(Persero) tanpa seizin Menteri Keuangan, Untuk mewakili PT Kereta Api
(Persero) dalam bidang hukum pe?dam dan tata usaha llcgarﬂ, ml&h' dilakukan
kerjasama anta:a Ke(:jﬁksann Agung Republik Indnngma de:ngzn PT Kereta Api
{chmj ‘pada Tanggal 29 Januan 1994, Lg.ueﬁuna itu meliputi bantuan huk%ggg 0‘5\‘0‘\J
pr:mrnhangan hukum dan tindakan hukum lainnya yang bertujuan untuk

\

06\\0“]

‘menyelesaikan permasalahan . huknm perdata dan tata usaha negars vyang ada

kaitannya dengan S\(l\gﬁ! fungsn peranan dan kedudukan PT Rereta Apt (Persero)

baik ﬂl)Jd(ﬂ}ﬂﬂ\ maupun di luar Pengadilan. Repoé\\ow ?\epos'\\o‘\J
Disamping itu banyak juga bantuan hukum vang dibenikan oleh Kejaksaan

Agung dalam rangka mengumn&kﬁ tanah aset PT Kereta Api (Perserd) berupa

tuntutan hukum pada B&'Lgndllan perdata untuk mcmbauil”ﬁnn sertifikat pihak

ketiga yung*%:tcrbltkan diatas tanah aset P1°'Kereta Api (Persero) timp% 5\’\0‘\J
Re

3

memperoleh izin terlebih dahuly dan Menten Keuvangan.
3.2 Pengelolaan Aset Fanah PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX
\
Jember Berupa Tanah Emplasement di Stasiun Rambipuji \\oN N
Sctiap pengguna atau pthak penyewa tanah, PT Kereta Api tFersgio}
Pacrah Operasi IX Jember di Stastun Rambipuji, diwajibkan umqlgj smembayar
uang sewa atas tanah yang yang ditempatinya kepada PT Kereta Api (Persero)
Daerah Operasi! IX Jember. Besamya uang sewa) tersebut disesuaikan dengan 5\‘0(\J\1
besartiya tanah yang dipakai. Sekarang panjang tanah emplasemen PT Kcreta%e

(Persero) Daerah Operasl IX Jember adalah kurang lebih 186-588 Km berbatasan

é\\oﬁj
ef®
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4
‘ S \ g\\o‘\J
dengan Surabaya dan Banyuwangi. Luas tangh di Stasiun Rambipuji kurang lebih”

2040 M2, dan sebagian sudah dalam keadaan terkapling-kapling. Hal IItt untuk
memudahkan apabila ada orang Vang akan menyewa atau memami:ﬁmh tc:mchuL |
pihak PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi [X Jember tidak akan kesulitan o N
untuk menentukan luas tanah yang akan disewa Besarnya uang sewa terseggm@()e’\\
setiap tahun atau beberapa tahun sekali akan mengalami perubahan, disesuatkan
dengan kondisi yang ada )

Jika ada orang ‘akan memakai atau menggunakan ‘tanah emplasemen PT
Kereta Ap? (Persero) Daerah Operasi X Jjémber, maka berdasarkan daweépos\xoq
lapangan orang tersebut akan dikenakan semacam biaya pengalihan atau
‘penggantian tanah tersebut schesar Rp 3.000.000.- (tiga jutn rupiah) sampai
dengan Rp 8. Elﬂ{l 000.€ (delapan juta rupiah), unruk uSmran tanah seluas 100m’
{scrutn{s meter pcrseg1j Tentang biava unn;(k g&nggautmn tanah atau pﬂﬂgﬂllhﬂé@os\w \J
ini tidak saja terjadi di Stasiun Rambipuji saja, tetapi terjadi hampir di setiap
stasiun yang dirasa smm:gs unmk“msma Sebagai contoh di kawasgn \bisnis pusat
kota Jember, har;a% (I@Juh Seperti emas. Hak sewa tamh PiKereta Ap (Persero)
Daerah {}pemﬁ{ [X Jember di tepian rel kﬂ%@ﬂﬂ%ﬂdlhﬂrgal Rp 10.300 per metcb s\\ON
perseg Mahun. Perpanjangan sewa d!pcrhahmu setahun sckali. Namun, smllh
diuruk dan dibangun toko pemgageﬁ dengan ukuran luas vang sama;harganya
mencapai Rp 35 juta - Rp'45 Juta.fumt Padahal, biaya membangun toko tak lebih
Rp 15 juta,-sébab lokasi tanah memang di seputaran kawasan bisnis Pasar Kota S\KON
Kecamatan Rambipuji. ?\e\)

Para penyewa tanah emplasemen di sepanjang Stasiun , Rambipuji,
asanya juga memhaynrkm uang sewa tanah tersebut dalam-juhgka 1 (satu) tahun
sekali, dengamerlebih dahulu mendapatkan surat panggilan dan PT Kereta &pl 5\\0‘9
(Persero) Daerah Operasi IX Jember untuk membayarkan uang sewa terse%n
Tetapi pembayaran uang sewa atas tanah emplasemen dapat dtb;yarhn di
Stasiun Rambipuji sebagai® kantor perwakilan dan PT Keréta Api (Persero)
Daerah Operasi 1X Jember. oy Q0~5’\\0(\J

et |

é\\oﬁj
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Bagan di bawah merupakan alur’ pembayaran uang sewa tanah
emplasemen PT Kereta Api (Persero) Dacrah Operasi IX Jember di Stasiun
Rambipuyji

r

Kepala Seksi Jembatan, Jalan danRel ——»| Team-team
Daerah diubah mejadi Seksi Properti

Operasi IX A —

Jember \ /
ParaPenyewa [———| Kepala Stasiun
—

Penjelasan tentang bagan di atas adalah Seksi Jembatan, Jalan Dan Rel
yang sekarang diubah menjadi Seksi Properti bertugas untuk menarik uang sews
tanah emplasemen sepanjang kekuasaan Daerah Operasi TX Jember, kemudian
seksi properti‘membentuk team-team yang bertugas untuk mengedarkan surat
undangﬁn guna membayar uang sewa atas tanah. Surat undangan tersebut
dibagikan oleh petugas team dari rumah ke rumah.

Setelah mendapat undangan maka para pihak penyewa harus datang ke
Stasiun Rambipuji untuk membayar uang $éwa tanah dan juga untuk
memperbaharui perjanjian sewa menyewa tanah emplasemen. Dalam surat
perjanjian tersebut penyewa mendapat hak atas tanah berupa hak guna bangunan.

Selain membayar uang sewa tanah kepada pihak PT.Kereta Api (Persero)
Dacrah Operasi' [X Jember, pihak penyewa juga diwajibkan membayar Pajak
Bumi dan Bangunan kepada kantor kelurahan setempat Maksud pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan adalah_pembayaran tersebut scbagai pajak bukan
seperti uang sewa yang dibayarkan kepada PT Kereta Api (Persero) Daerah
Operasi IX Jember.

Dalam hak atas tanah hak guna bangunan, hak tersebut dapat dialihkan
kepada pthak lain, hal ini juga terjadi. pada warga yang menyewa tanah tersebut,
Biasanya tanah yang dialihkan kepada pihak lain, masih dalam béntuk lahan vang
kosong, tapi ada pula yang sudah didirikan bangunan di atas tanah emplasemen
tersebut. Perpindahan hak tersebut biasanya dilakukan oleh orang dengan orang
yang memerlukan tanah tersebut, tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak PT
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PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada bagian akhir dan tulisan cini, sebagai penutup dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut :

Asal-usul aset tanah PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi 1X Jember
dimulai dan  tanah Swasta Belanda yang dinasionalisasi menjadi tanah
Negard, dan kemudian diserahkan hak kuasa (di-hesteming-kan) kepada PT
Kereta Api (Persero) Tanah-tanah yang sudah dibestemingkan lalu diukur,
dan dipetakan oleh Landmester (Petugas pengukuran tanah) Hasil dari
pengukuran tersebut adalah surat ukur (meerbrfej], berfurigsi sebagai petunjuk
yang mcnjeiaskan bahwa tanah yang telah diuratkan dalam surat ukur
merupakan kekayaan Negara, dan menjadi surat tanda bukti bagi PT Kereta
Api (Persero) vang telah mempunyai hak beheer (Hak Penguasaan),

Untuk pengelolaan‘aset tanah PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX
Jember -berupa tanah emplasement di Stasiun’ Rambipuji, PT Kereta Api
(Persero) melakukan pengkaplingan atas tanah emplasemen, vang kemudian
pthak PT Kereta Api (Persero) akan mempromosikan dan_menawarkan
kepada instansi-instansi ataupun masyarakat secara umum, melalui media
massa, Setiap pengguna atau pihak penyewa yang berminat akan melakukan
suatu perjanjian sewa menyewa secara tertulis dengan PT Kereta Api
(Persero), dilanjuti dengan membayar biaya pengalihan atau penggantian
tanah serta membayar uang sewa tanah. Besarnya pang sewa disesuaikan
dengan besarnya tanah yang dipakai, dan setiap tahun mengalami perubahan
disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dalam pelaksanaannya PT Kereta Api
(Persero), akan menunjuk Seksi Jembatan, Jalan dan Rel yang sekarang
diubah menjadi Seksi Properti untuk menarik vang sewa fanah emplasemen
sepanjang Daerah Operasi IX Jember.

38
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4.2 Saran @ed®”
Berikut ini beberapa saran yang ada untuk PT Kereta Api (Persero)Daerah
S\

Operasi IX Jember, yaitu sebagai‘berikut : = |

1. Dalam pengelolaan’ aset tanah emplasemen sepamjang kekuasaan Daerah
Operasi 5.6 :Jémber agar dapat mcmgkgilﬁaﬁcan fungsi tanah emplasemen’"
tersebut, dalam menunjang kegiatan operasional PT Kereta Api (Persero)

S\\ON

Daerah Operasi, IX Jember,-sliin itu agar PT Kereta Api (Perséro) Daerah
Operasi IX Jember benar-benar mengawasi pemak_n;au‘%anih :ﬁplasemcn. agar
tidak diownfaatkan oleh pihak-pihak yangotidak berkepentingan atau ﬁqggpoé“ow
berwenang terhadap tanah tersebut, termasuk para petugas "palsu” yang
memberikan izin penggunaan tanah atay mengaku petugas pcpa_@lf'-@@t‘m tanah
emplasemen P Kereta Api (Persero) Daerah Operasi X Jémber,

2. Agar Badan Pértanahan Nasional bersifat ‘pﬁﬁshaﬁqdalm - miﬁ&wg\\oﬁ
tanah kepada warga sipil apabila meminta hak atas tanah PT Kereta Api

(Persero) Daerah Operasi I%{ Jermber dan meningkatkan hubun&g@ﬁfﬁédm

antara PT Kera}t(t\.\d@i"‘ﬁ’&mern} Daerah O_perasi‘ IX. Jember dengan pihak

ketiga, batk perorangan atau badan hm:l.u:l:lé 905'\\0‘9 Oe;\\oN
et

e el
3. Agar PT Kereta Api (Persero) DacmhROmmsi IX Jember bertindak tegas

terhadap penanaman puhuq) g(w;etnmbmmunan berupa apapuglgl‘(\g&ﬁpanjmg
tanah emplasemen demi‘keselamatan bersama , baik bage keselamatan kereta
api agar tidak terganggu pandangannya,dan juga bag; I;nasyamkat vang berada Og\\o“J
di dierah tersebut, e

s \‘{\\)e‘(
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(30‘?5\‘0N
Qe
1 DJ\'\’\\Oe‘( |

P\evoé\\o‘j


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Harsono, Budi 1999, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-
Undang "Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Penerbit Djambatan,
Jakarta.

v 2000, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturaie'- Peraturan
Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta

Parlindungan; 1989, Hak Pengelolaan Menurut Sistem ULPA . CV Mandar Maju,:

Bandung.

Ranoemihardja, 1982, Pelaksanaan Konverst Penguasaan Atas Tanah - Negara Dan
Kebijakan Selanfutnya, Penerbit Tarsito, Bandung,

Soemitro; Rony Hanitijo 1990, Merodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia
Jakarta

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Zein Ramli, 1995, Hak Pengelolaan DalamAtmdang-Undang Pokok Agraria, Ringka
Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkereta Apian (Lembaran Negara
Tahun 1992 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1958 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 14).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Kereta Ap1 Milik
Belanda (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomorn 86


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Peraturan Pémerintah Nomor 41 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Kereta Apidan
Telepon Milik Belanda (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomar 87),

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
Umum (Perum}) 'Kereta Api Menjadi Perusahaan® Perseroan (Persero)
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 31).

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta
Api (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 133 dan Tambahan Lembaran
Megara Nomor 377).

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengecualian Terhadap
Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api dan Pengalihan Kedudukan,
Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) Kepada Menten Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik
Negara. \

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak

Penguasaan Atas Tanah Negara dan ' Ketentuan-Ketentuan Tentang

Kebijaksanaan Selanjutnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri' Nomor & Tahun 1972 tentang® Pelimpahan
Wewenang Pemberian'Hak Atas Tanah.

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan
Mengenai Tata Cara Pembenan Hak“Atas Tanah.

Peraturan Menten Dalam Negen: Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara
Permohonan dan . Penyelesaian Pemberian Hak . Pengelolaan Serta
Pendaftarannya:

Surat -Menfenn Keuangan Nomor S.11/ME/16/1994 tentang Penatausahaan 'dan
Pengamanan Tanah-tanah Milik PERUMEKA wang Diuraikan Dalam
Grondkaart,

Internet

http://www keéreta-api.com/
http://www.inka. web.id/

hitp/id. wakipedia.org/wiki/Kereta api

-


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

AR JY
3 S\\o(\J - 905\\0(\J
) e
“DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSI'];{%S JEMBER «\\Oe(
FAKULTAS HUKUM P
3L Kalimanty 3% Kampus Tegalboto Kotsk Pos 9 Janb%gwa‘?
o8 \% (0331) 335462 — 330482 Fax. 330483
Ret® Rev” =
Nomor : 1216/125.1 1/PP.9¢ 2007 Jember, 2 Apnil 2007
Lampiran )
ihal 0% * [jin Penelitian 3erto® Jero®
(o> e G o
9 (\\\le (\\\I ' \)(\\ y
Yih le,%\y}s%\r)n KERETA API INDONESLA (RERSERO) e
2 STASIUN RAMBIPUJL Qed Qed
di -
JEMBER )
yer®® e e
N\ e RR\Coy
(S .e\S el
9 (\'\\|€ \)(\\\|e g \)(\\\I «oy
Dekaéapl{ﬂm Hukum Universitas Jember b?{eresegiﬁg} dengen hormat m-:nglud:phn?\eoos\\o
kc&dn Saudara seorang mahasiswa -
\S
ne! et \0°
elS . .
et NIM N@ﬂ'&?a 1031 o BeN© oty
. ‘s \
FHWS\‘O S T Hukum ?\6905\\ 9\6905
Alwma JI Gajih Mada No. 48 Jember, HP 03317861270
et Keperluan : Penelibiun Tentwny aluh 36“\\06(
e P
(S X PLNGLLY | ASLT PILKERETA APl (PHRSERU) DAERAH
e ST (DAOP) IX JEMBER BERUPA\TANAH EMPLASMENT DI e
0" STASIUN RAMPIPUJ] oot ootO
et® ReP ReP
, \
1e et Schubungan dengan hal trmlggfdpﬁ‘gs kami mohon bantuan untuk ggp&}?&m data-
) 425 : AN
35 \le(S\\9‘5 data yang dlwrlu(‘l\t\@(%}%da mahasiswa torsebut, W\\Mﬁ‘d&n penclitian imi 8
J digunnkgg\@iﬂk melengkapi bahan penyusunan S&éﬁ” 600<5§\\0‘\J
e
At:ﬁ*%ﬁntuun dan kerjasama vany baik kamu E‘capkun terima kasih. v
el
s 2
y \le(s\\
OO \\ON \
S)
0 e0©
ReP R
el
RECA
\)(\'\\IG(S\X q
ot
4 RaP° Re?™”
Tembusan Kepada §h
*  Keta Bagian/Jurusan Hukum Tata Negar
: Yang %gsnngkumn @ et 53 et
Aysip’ : %29
‘ ‘S'\\as . e(s\\'a-s .\Ie‘s\\a
Qe v uet 3
5‘\‘0” 05'\’&0N oo\©
@et® el re?P


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Qe

WO

e®
' PT. KERETA API (Persero) .
DAERAH OPERASI IX JEMBER
é\\o(\J
Noriiof Jember,8 April 2007 re?
Kepada
Lampiran: Yth.Dekan Fakultas Hukum ¢
Perihal: Jjin Penelinian ‘ } Unw:rmas Negeri J&ﬂa |
J ER e@OS“O(\J\1
R
I. Dibentahukan dengan hormatt bahwa, berdasarkan surat Saudara
Nomor:1216/J25.1.1/PP_92007 tanggal 2 April 2007 perihal sebfigaimana
tersebut dalam pokok 'surat, kepada Mahasiswa Fakultas Hiukum Universitas
Negen Jemberyang bernama tersebut dibawah ini ; ot
2 2 002 R@@Og\
“No Nama : NIM Jurusan
1. | DAVID SANTOSO | (20710101031 Hukum _
A OV \ P,‘(
Diberikan ijin untuk melakssnakan penelitian di stasiun Rambipui DADP X
Jember, mulai NHE.@I 2 April 2007-8 April ltm' dengAn syarat-syarat
sebagai b \ s-\\oN
&, -Membawa rekaman surat ini e00° @ed®
B Tertib tidak mengganggu Dinas PT. M’L (persero)
¢, Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku (
d. Memakai kartu tnda pmgu\mﬂ’ ’ jorno®
2. Demikian unu%muuaﬁﬂ:an periksa, tenima kasih \
\ <oy \=
e? ret® Rre
S\
\
X C ) N 00 5\\0(9
Qe
\
00‘5"‘0N
Qe
\\
e@oé\\ow j
UTAMAKAN KESELAMATAII DAN PELAYANAN
JI. Drahila No, 2 Jembor 68118 « Talp, (0331) 487067 - 421700 - 421025, Fax. (0331) 487067 X
R\

QOS“ONJ


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

N\
FT.KERETA AP (Peraare)c 0°

ReP

DAGIRAN OPERAS) 1 JEMBEE

X Q '6(

GAMOAR SEIAGIAN TANAL M 1T IKI m»m A )
EMPLASEMIEN : |~.m1!'u=wl N
LINTAS : SURABAYA < BANYUWANG| NO
":WJTUH LAMPIRAN KONTRAK NORADR - 0.0 / GAD LJL-REPS0 X ﬁﬁg

X el aas i 2 J _M\(')e‘i '__F=_-‘
' . mum t.uu,h P'I'.I{clum Jn.,pl
M —— ek

Comesss oo

I

[ % ¢

I
--nll—----—-l_-l-I Y 4 ,‘-D‘C-
BT O o

(- e m - o=\ A R s --"f-—"""- S

ﬂ;‘a\h{ '-;r.h-l" *'r,a"";'E]"‘. ;'ﬂ",n",."ﬁm\'“ L--J; ”‘Tr h AR I-. e ;.L,.- u'\".ﬁj |

B b *—

O PTTAG TS IARY ‘,.lr@ ;“f.mprnﬁ-a.a.wgm,v' N R TN T ‘*-:'.,-‘"11 |
!

(.“_\5 SE

'?.' ] 1.,“", Ve 41 \ o o
.M :3 0 7eqd “k',‘ﬂ \"ﬁ ~fﬂ \-‘M}"»-GLJ'J" 5"%}:“*"‘ TR
" "I- ".)’Il“ ¥ i
i |
. 3eBn; e [Eyea 'H’,J;mun 4 i
R '_I'W sk o L A #opan _L Betal lanal PT,Kevets Apd
D= g el vl ol ol b - 0\_3'( "—'_'_“"“‘“—_';‘«:}rﬁ
fwik 0 = ~-:.:,|-‘1""\?' K- it ﬂi: 1 ‘.:_ 1': " i 5’\\_ / S\ 5
\’)E_C “m:-:-_—_iﬂ?\epo ?\eoo
[ No [TEgua| SCOM2 TANALMILIS P ICEE T AL :mnmquwwu b ILHAR MUGIOHD
e K KEDUﬂu d'n ;
m \\v
f?am
FL.LL-E:!.LJL&Q_IMQ
 HENYEWA
1.,1] T T AL b
\“ﬁ\ MERITH W
1‘5.1.1.:.1 stm
DlLip, 15294
‘jfm.mnn!ﬁuu e "

e Luas tanah yang cumq.-:; /‘ {m,.;,,‘u 360 M2

2e Luap tanah '{“flﬂ“ yurgl.umkun untuk Lot Re?
de Bangunan Lridule 1 12,8 X 20 4 256,00 M2
:. :ﬁ: Wg }I 1,0X 6 el 6,00 N2 36«\‘0@‘
e 0 uilut t Lo XX 5: 1,“ M2 «2S
.J-v?oi T 395,15 M2 :u;\'g’\\a

e — —— X S‘\*@N
g@@b


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

: :

IPT. KERETA API (Persaro) =L G g
DAERAH_OPERASI IX JEMBER : -, e

GAMBAR SEBAGIAN TANAH MILIK PT.KERETA AP| (Persero),
EMPLASEMEN : STASIUN KERETA API“RAMBIPUYI
LINTAS : SURABAYA - BANYUWANGI
IUNTUH'. LAMPIRAN KONTRA® NOMOR : D.9/888/JL-RBP.62/XI|/2005

KM, 186.500"
o catlid ARL LS

o iE M MR 75 ( M2 ) TANAH MILIK PTKERETA API (Persaro)
-~ | 4 i DISEWA OLEH ;, KOPKAR, ALAMANDA JEMBER
PIHAK KEDUA FIHAK PERTAMA
KETUA KOP. ALAMANDA - KEPALA SEKS| OPERASI
JEMBER -

NIFP, 21137

C TR T 3, e O R R ST e


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

' 'M' ’EUFFF“’”UE* '

NIVERSH «

PT. (KERETA AP|.(Persero)

'S IEMBER

DENGAN -

MAMA . DRS "“Or HA\JDI
NOMOR'! D”;dEEﬁ;JL RBP.GRINIV2005 |

.""\\\O" A

TENTANG .

PERSEWAAN TANAH MILHC
BT KERETA AP (Persero)

AN

C .‘;0\'\-’3


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

e R T AR T AR

AHTARA
PT. EERETA API (Percero)
DENGAN
NHalIA = DRS SOEDANDI
oot 4CRETUA. ROPEAR.  ALAMANDA - JEMBER )
Lw*-r-w- . TENTANG

I’ERSEH.&{L‘T TﬁHi‘rH HYLIK PT. EERETA API {Pcrﬂerol

Homor : IJ_‘*I-"UHB;’IT RBP. GR22KII/2005

Yang berl&fda Ltanpgan Jdibawody ind, 3
i, U. SIMARED. - Selakn HKepala Seksi Oporasi dan Pemasararn
Liseonh Operani, 'R PY. KEerebta Ar u_ {Peracro)
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3. PINAKRRSNIA akan mpamanfaaldmi Lonah sebagaimana Jimakau
rada ayat 1 dean ayat 2, untuk:s Usala pertoloan, gepanjan
Lidalt bertentangan dengan syarat / poraturan vang berlaku d
L. Kereta Ari (Persere)” maupun instanst lain'yvang berwenang
dilvar PT. Rercta AT (Persero). '

4. Apabila mendapat Liin Lertulic da#i instansi yvang hu:woﬁ\zfn.q
PIHAKCEEDUA alkon mendirikan Banpuonan, gambar bLangunan lmruq
dlkelahui  PIHAT DPERTAMA. |

PALAL 2

LOEAST  DAN CMQFAS TANALL . a0

. LokneRShnah achapgaimana beroddalt Jalam vagal 1 terletel' db
Emplasemen  Nambipnoi EM 180 ¢ 5 4,

Desa o Feloraban > Hamblpafd 0 WO R0 bt ¥
Keserpmatan s -Ranbicngi
. Kabupaten o Eadya 2 fembiog:

@. Pada prineipnya IT. Kereta ApicPerscro) hanya mony ewakd
lahanok@song scellagaimana tepsSebul dalam ayat 1 pasal ing
seluag = 75 pelnr persegi (M2)

J.bvkast dan luas tanahSebagaimana tersecbut d2lam pasal 1
dilukiskan dengun warna merah pade gambaragiluast tanah yang
ditanda bongant @leh kewua belah plhak (dan merupalkan lampiran
serta bagiasgyyang tak Cerpisahkan darll perfanfian ini. oot

g 2e0°:
\ {
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KEWAJTHAN DAN rdxrewwr_x“ ,
\ A o 3y S‘\KON
1. TPI1HAK \\Qlfﬁ:R‘fﬂb!ﬂ herkowa] ibang‘aﬁgﬁcdieﬂ:ml Lanal seb&gﬁﬂﬁmnu
torasebul dalam pasal 2 perdandlan ini untuk dimanfaatkan aleh
PIHAK KEDUA.
“. BEHAK FEDUA  Dorkewadibownes
a. Memnavar uang Sow tanah Yopada PI1HAK PERTAMA, sesuai tarip
yang berldaky den yang Jditetapkan tJlﬂJ-x.‘»?f[ImK PERTAMA. Ay
N \\O
b, E"‘[t-zuﬂj_ajrfrﬁc uamt sews tanah denitin tarip baru apﬁhilae'@?ﬁm}l
PERTAMA mengadakan penyoouplan varip vewa tanal Goruad
peratuvon veng bhorlala

x

€. Memberl 1jin kepada'PTHAX PERTAMA atou pefupfos yang di bun

Jit aleh PIUARCPERTAMA. untul sewshi@Sealkt mamannkl Jdan
memaribaacnekasi tonah yang it oleh PIHAK EUDEIA -L;’(;_;@@‘N
eabmand® Verooint, dalem psahd®CPeriand ian fnl. R@QU
1. Menmaabngm: . ors e
- ‘\\O‘q
(o))
re?


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

d.

- o

S T

Mengosongkan dan snmyerahkan kemball tanpa syarat tanah yang
disewa kepada PIHAK PERTAMA dan tidak menuntut apapun
apabila sewaktu-wakiu tanah tersebut Qkan dipergpunakan oleh

PIHAE PERTAMA.

Menyesuaikan penggunaan fanah yang daigewa dengan rencana
umum tata ruvang (IUTR) sectempat dan tidak mengganggu
kelancaran Operasional Kereta Api.

Mengadakan upaya pengeiclaan lingkungan dan upaya pemnyenda-
Tian lingkungan dilokasi ‘tanah yvang disewa.

3s “PIHAE EEDUA dilarang keras :

a.
b.
e
d
e.
e

TARIP

p i

Z.

3.

Mendirikan bangunan diatas tanah yvang disewa sebelum
mendapat ijin tentang ijin nmndlliknn hangunan ( IMB )
dari Inatansi yvang berwonang.

Melakukan perbuatan. apapun yang dapat mengakibatkan bera-
Tihnya hak atas Canah yang disewa oleh PIHAK EKEDUA sebagai-
mana tersebut Jdalom pasal 2 perjanjian ini.

Menjoaminkan | tanah wyang dioewa baik| kepada BANKE / Lembaga

Keuangamn lain, maupun kepada pilhak lain.

. Melakukan peruba:an rada batas-batas tanah yvang ada sehing-

go luas tanah yar 1 disewd sebagaimana tersebut dalam gambar
situasi menjadi bcrubah.

Mengalibkan pergewaan tanah pada pihak lain, baik seluruk
maupun @ébaginn, tanpa ﬂﬂpﬂngetﬁhuan dan atau seijin PIHAK
PERTAMA.

Melakukan keginton usaha yang akan menimbulkan. pencemaran
lingkungan dan mengganggu ketertiban umum serta pelayanan
angkutan Kereta Api.

PASAL 4
SEWA

Tarip sewa tanoh Glap meter persegi ( M2 ) / tahun sebesar
Rp.-10.300,- ( Sepuluh ributiga ratus rupiash )

PIHAK KEDUA harus cgiembavar kepada PIHNAE PERTAMA tarip sewa
tanah dan PPN &sébesar 10 %

Denpgan ‘demikian PIHAK KEIMIA Harus menbayar kepada PIHAE
PERTAMA gebesar Rp. 8489.750.- ( Delapan ratus empat pulub
sembdlan ribu tujubh ratus lima puluh rupiah ) dengan perincian
gebagal berikut:

.

b.

Sewa tanah untuk ¥ { Satu )} tahun :
T™h m2 X Rp: 10.300,— .= Rp )N TT2.500,—

PPN 10 % 17 0 = ﬁp. 77.250,-
Jumlah dibayar :ﬂRp- 849_750,-

e il
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PASAL &e

CARA PEMBAYARAN !

1. Sewa tapah scbagaimana Cersebut dalam pasal 4 ayat 3 perjan-
Jian ini harus dibayar sekaliprs oleh PIHAX EEIRIA kepada PIJIAK
PERTAMA pada saat perianjian ini ditanda tangani oleh kedua
balah pihak. ;

2. Untulk pembayaran scbagalmana tersebufb dalam ayat I diaktias,
PIHAK KEDUA agar melakukzn pembayaran pada Kas PT. Kerveba Api
(Persero) Daerah Operasi IX Jember Jalan Dahlfa No. 072 Jenthe e

PAGAT, 6

EEBERSTHAN, KETERTIHAN DAN SEINDLIAM ( E3.0

1. Selama perjeniian ini berlangsoung . PIHAEK EEDUA wajib menjuga
Kebersihan, - Ketertiban dear Ecindaban ¢ X3 ) diareal tanah dan
bangunan yang disswa dan sekitarnya sercta memtal, Dradianse
( saluran ) sccukupnya agar tidak terdadi genangan air wada
tanah yang dicewa. . :

2. Pemdsangan Drainasc ( saluran ) dibuat sgar 'a.ir mengalie
menjauhi Jalan Rel. :

PJT.EAIA ?
{
JANGEA WAKTU | X
1. Perjanjian ini berlaku untuk masa 1 {satu) tahun serhi tuang

mulai tanggal, 01 Januaai 2066 sampai dengan 31 Desember 2006

dan dapat di perpanjang atas ".Lmsm;]i}:dt:;m kedua belalh pibako

2. Perpanjongon perjanijian scbagailmana tersebut pada ayat 1
dibuat dalam bentul rerJdandian  perpanjangan persewsonn  dan
PTHAK KEDUA harus memberdtahukan gecara terfulis maksud tersc-
but kepada PIIAK PERTAMA paling lambat 1 {aatu) bulan sobalum
berakhirnya pooianiian ini. . :

3. Apabila® TIHAR EEFTLA tidak momberitahukan secara Levtulis
perpanjangan sewa setelal berakhirnva masa rerjanjian., maka
PIHAK EEDUA tidak Alanggap tidak lapgi membutubkan lahan tzrso-
but dan PIHAK PERTAMA Eerhal oniulk menyewakan “lahan / Larah
tersebut kepada yaogBerailat. P :

PRELYL €
SANKSI

1. Apabila TIHAR KELGIA zelanggar ketentuanc ®=ebagaimana dfatur
dalam pasal 3,408.6 Jdan 7 rerianjianc inf maks PIBAY PERTAMA
secara sepilyak berhnk meabatalkan gavianjian ini tanpa mowniior—

itahukarYertebils dahuly Eopada ™ PTHAY KEDUDA .

-
i

2. Bpabila- .. ...

]
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2.

“Apabila ternyata penyerahan sebagaimana dimaksud' dalam ayat 3

A N

Apabila kedua bclsh pihak bersepakat untuk memperpanjang per—
janjian ini dergan perubahan tarip, namun PIHAK KEDUA Ctidak
mempu atau tidak bersediac membayar sewa tanah dengan tarip
baru, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan sewa menye-—
wa dengan t.dak memzabulkan perpznjangan masa perjanjian.

Apabila terjadi pembatalan atau pemutusan hubungan seua“ﬂgbﬁb
gaimana tersebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini maka PIHAK KEDUA
harus mengembalikan tanah yang disewa kepada PIHAEK KEDUA i

¥
P i

e

pasal inl tidak dapat dilaksanakan oleh (PIHAK KEDUA, maka
dengan ini PIHAK EKEDUA memberi kuasa yang tidak dapat ditarik \
kemball kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengosongan lahan
don membersihkan lokasi “tanah ' yang disewa' atas blaya PIHAK
KEDUA . : |

Semua blayva yang dikelbarkan PIHAK PERTAMA gura melaksanakan
apa yang dimaksudcdalam ayat 4 pasal inicakan segera ditagih
dengan Rekening G. 215 oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK IEDQA \

0o \'
i
d

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA ( FURCE“MAJEURE )

Ll

O i
e 55 f |
Yang dimnkamd“ﬂangﬂn keadaan memaksi { Force Hajeuralu-ﬂ
adalah gesuatu hal atau sesuvatuockejadian yang menimpa (dan
diluar 'kemapuan kedua belah pihak untuk mencegahnya. ' 1t

Apabila terjadi keadaan memakoa seperti bencana Alam, tind#ﬁ
kan Pemerintah dibidang'Keuangan / Moneter, kesadaan kuumanqp
vang tidak mensiginﬁ&n yang menimpa satu atau dua belah pihak,
maka kedua beldh pihak segera berunding untuk menyelesalkan
selanjutnya, dan apabila hal jnd‘terjadi maka pihak yang
tertimpa wajib mengundang pihak lainnya. atau berdasarkan
kesepakatan bersama mengadakan pertemuan nelamhnt—lamhatnrn{ﬂ

\\

{ kujuh ) hari setelah ke%ydinn memakoa. i
S\ . A i
- WA 5 L
Cith PASAL 10 S0

HIAYA DAN  PAJAK i

]
i
Hiayn blaya yang berkaeftan dengan pembuatan géerjanjlian 1&1
menJodl beban PIHAKCREDUA 'Ili
\
Tentang meldl verloakunya perjanjian®ini segala pajak Bum;“§&ﬁ
Dangunon (PBR) nerta paJuk-pefak lainnya yang bimbub.@fibﬁt
perdandion Inl sepepuhnya menjodi menjadi beban PIHAK KEDUA. |

¥

PASAL 11 ccieriaannneal
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PASAL 11

PERSELIS/AN

& = ﬁpgbila terjadi- perselisian yang timbul ‘akibat dari pelaksea-
naan perJjanjian ini kedua belah pihak akan menyelesaikan
pecara musyawarah dan mufakat. ¢

2. Apablla penyelesalan masolah secara musyawarah dan nufakat
tidak tercapal kata sepakat, maka kedua belah pihak akar
menyerahkan penyelesaian kepada pengadilan.©' Dalam hal in}
kedua belah pihak ‘setusu memilih tempat -kedudukan Hukum yang
tetap ( Domisili ) dan tidak berubah pada Kantor Paniters
Pengadidan Negeri di : JEMBER \ : \ |

PASAL 12
Ifal AL - LAIN
Hal ~hal lain yang belum eukup diatur dalam-perjanjian ini sert
perubahan-perubahan dan tambahan yang disnggap perlu oleh ked
belah pihak, akan dibuatkaon perjanifon tambahan ( Addendum
yang merupakan bagian mengikat dan tidok terpisahkan dari-perjan
Jiaon inl.

i PASA™, 17 XS | A
» \) o Y
L ) j\ I

PENUTUP
X

Demikion perjanjian int dibuat rangkap 2 (Dua) masing-masing

dibubuhi materal yang cukup day mempunyal kekuvatan hukum yang

gama untuk dibagikan kepoda masing-masing pihakje
WO

q 1S\ |

N|

! L

oo M ~0 ' 3_:_:&_0\ '
TRE : R¥ember, Tgl. 31 Desemb&r©’ 2005

1 PIHAX. " PERTAMA

Kﬁbnla Sceksi Operasi
dan Pemasaran D. EX"
PT. Kereta Api (Persero)

N J EMBER

 \
DRE, <SOEBANDI SUNAR K,ggwﬁﬁ

NIPP. 22478

Penyewa


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PT.
KE
RET

A

API (Per

Ser 0)

oW e(s'\\as 36(‘(\‘06( ,
\ fef® S\’&ON ue \\le(s\\as 3’8((\‘06(
N X oS I3embe< - o i
NG
NAI\J A\ %&\\ow Lo exé\\as B'e«\‘oe(
y - IL} R \95 3PI(\ ]‘L "
S 6(5\\655 36(‘(\‘06( D.9 HAM '
/G M
w%{] M
Reoos\\ow o 6(5\\95 ‘oe( f X/
g el SN° 3e«\‘0€< TEN T 2005
G Repoé\\ow
PERS /!
\)R Ewl@‘ Repoa\ow W 8“5\\&‘5 Bem‘oe(
- Reoos\\qw P! (ﬁ:
O(i\\le(s'\\as e e . cJKERE TAN .
TA API AH MH'\ ‘?\eooé\ow
N
Reposg\ggmi.%a l'g}em‘oe(
reP oty oW e(é\\as e ye!
S e(s'\\as 3e«_\‘oe(
| N 2 s Repoé\\ow
ReP vty o e(s'\xas e et .
vt o e(é\\as Bem‘oe( ' .
Repoé\\o‘
kot oo e(s'\\as 36_((\‘0@(
oot


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

' PERJANJIAN R
- e ANTARA 3
PT. KERETA API (Perscro)

' DENGAN -

- NAMA : H. ILHAM MUGIONO

TENTANG

PERSEWAAN TANAH MILIK PT, K ERETA API (Persero)

e L

Nonor :-P.9 /6697 IL-RBP.50 / IX / 2005

Yang bertanda fangan dibawah ini :

1. A, HERLIANTO

T

2. H. TLHAM MUGIONO

smmm———

|
Sclaku Kepala Daecral Operasi X P}I
Kereta Api (Persero) Jember bertemp
kedudukan di Kantor Dacral Operasi
Jember Jalan Dahlia No.02 Jemby
dalam hal ini bertindak untuk dan af
nama Direksio ‘PT. Kereta Api (Perser
selanjuinya disebut PIHAK PERTAMA.

Pckerjaan wiraswasta bertempat keduduk:
di Jl. Kaca Piring No. 10 Kabupat:
Jember, dalam hal ini bertindak unt
dan atas nama’ diri  sendir, selanjulny
discbul PIIAK KEDUA.,

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat  dan scluju mengadakan © Perjanjia
tentang Persewaan Tamah milik PT. Kereta Api (Persero) yang berada di Daers
Operasi IX Jember dengan ketentuan dan syaral-symat scbagaimana diatur dali

pasal-pasal scbagai beriku(™

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

1. PIHAK PERTAMA dcngﬁn ini memberikan ijin menyewa tanah milik PT. Kerel
Api (Perscro) yang berada di Daerah Operasi IN Jember kepada PTHAK KEDUA

2. PIHAK KEDUA -mengalkui dengan- scbenarnya  bahwa PIHAK  PERTAM
~adalah pemilik tanah, sesuai tersebut Halam ayat 1 pasal ini,
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3.'PLIAK KEDUA akan raemanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud pada a:n[
- dan ayat 2 dipergunakan untuk © USAIIA, sepanjang tidak bertentangan den|
syarat/peraturan yang berlaku di P1. Kereta Api (Persero) mavupun instansi lain
berwenang diluar PT. Kereta Api (Persero), - : : '

- . 5 ; - ' o
- Apabila mendapat.ijin terfulis dari instansi ‘yang berwenang, PIHHAK KEDUA a!
smendirikan bangunan, gambar bangtnan harus diketahui PIHAK PERTAMA,

\ . PASAL 2

LOKKAST' DAN LUAS TANAIL

1. Lekasi tanah scbagaimana tersebut dalam pasal 1 terletak di :

Emplasemen Rambipui

Desa / Kelwralion .2 Rambigundan
Kecautarin : Rambipuyji
Kebupaten / Kodya : Jember

2.7 Pada prinsipnya PT. Kerela Api (Perscro) hanya menyewakan lahan koso
i sebagaimana tersebut dalam ayal 1 pasal ini seluas © 360 m2 (20mx '8m)
i il \

3. Lokasi dan luas (anali selagaimana “ernebut dalam-'pasal 1 dilukiskan deng
© wama maorah pada gambar situasi tanaly danyang ditanda tangani oleh ke

belah pihak dan merupakan® lampiran, serta bagian yang tak terpisahkan’ d:
perjanjian i, '

TPASAL 3
KEWAJIBAN 'DAN LARANCAN

LePIIAR PERTAMA berkewajiban“menyediakan tanah sebagaimana tersebut dala
pasal 2 perjanjion ini untuk dinmBatkan oleh PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban _ \
: a. Membayu: tiang sewa tanah kt‘;pzlda PHIAK I’ERTM‘IJL seuuai 1aﬁp yar
: berlaku dan yang ditetapkan oleh . PIMAK PERTAMA.

b. Membayar uang sewa tanak dengan Larip baru apabila PINAK PERTAM
mengadakan penyesuaian tarip sews lanah scsuai peraturan yang berlaku.

c. Memberi ijin kepada  PIHAK PERTAMA atau petugas yang ditunjuk ole
PIHAK PERTAMA, untuk sewaktu-wakitu memasuki dan memeriksa loka:

tanah yang disewa olch PIHAK KEDUA scbagaimana tersebut dalam pas:
2 perjanjian ini. . g - T S

d. Mengosongkan ......."

W

Foe
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B

d. Mengosongkan dan menycrahkan kembali tanpa gyarat tanah dise-wj

kepada PIHAK PERTAMA dan tidak menuntut apapun, apabila sewaktu
waktu tanah tersebyt akan dipergunakan olch PIHAK PERTAMA. |

‘Menyesuaikan penggunaan tanal yang disewa dengan Rencana Umum Tat

Ruang ' (RUTR) seterpat dan tidak menganggu  kelancaran  operasions
Kereta Api | ;

Mengadakan upaya pl::ngﬂlﬂlil_ﬂlll Iingkungnn‘ dan  upaya pengendalia
ling!ungan dilokasi tanah yang disewa.

3. PIHNAK KEDUA hfarang keras :

i,

il

: ]
Mendirikan bangunan dialas tanah yaug disewa sebelum mendapat i'in tertuli
tentang Ljin Mendirikan-Bangunan (IMB)-dard instansi yang berw snang,

Melakukan perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan beralihnya hai
atas fanah yang disewa oleh PIHAK KEDUA sebagaiffana terssbut dalan
pasal 2 perjanjian ini.

Mepjaminkan tanah yang disewa baik, kepada Bank / Lembaga Ke

dain, maupun kepada Pihak lain.

Meclakukan perubahan pada batas-batas tanah yang ada sehingga luas tanal
yang discwa sr;b:uguimnng tersebut dalam gambar situasi_menjadi berubah, ‘

Mengalilkan persewaan Yanal kepada pihak lais, Daik seluruh  maupus
sebagian, fanpa sepengetahuan dan aau geijin PIMAK PERTAMA. |

Melakukan kepiatan usaha yang akaa fenimbulkan pencemaran lingkungzan da
menggangy ketertiban wnum serta pelayanan angkutan Ka.

PASAL 4

TARIP SIEWA

I “Tanp sewa tanah fiap meter persegi (M2) / tahun ‘scbesar Rp. 10.300,-
( Sepulub nbu tiga ratus rupiah ). _

2. PIHAK KEDUA hamstiembayar Kepada PITAK PERTAMA tarif sewa tanah,
Biava Ukur dan Administrasi 50% kali sewa tanan 1daltun serta PPN sebesar 10%,

3. Dengan demikion PIHAK KEDUA hagus micmbayar kepada PIMAK PERTAMA

sebesar Rp. 13.935.900,- ( Tige.belas juta sembilan ratus tiga pulah Lma vl
sembilan ratus rupiul ) dengan perincian sebagai berikut ;

a. Sewa tanal wntnk 35 byidan »

(35 :12)x 3602 x Rp. 10.300,- =Rp. 10.814.999 -
b Bigya nkur's 50% x360 12 x Rp, 10.300,- =Rp.  1.854.000-
: Jrerilah =Ip. 12.668.999
& PPN 10 % ) ’ =Rp. 1266.899,.-
Jumlal dibayar = Rp. 13.935.8 98,-
Pembulatar =Xp._13.935.90 e
. ]
- 4. Apabila. .02}
3

AL
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T T —

4. Apabila masa berlakunya petjanjian ini diperpanjang, maka PIHAK KEDUA han

dikenakan sewa tanah yang berlaku dan PPN, tanpa dikenalan biaya ukur, :
. PASAL § A e
3 ¢ ) | ' o A ?.;. __..._-|,._l_:':__:._.'_' .‘ Weod A% ._-:|;|'||1

1. Sewa, tinah scb.ilgnimana tersebut c]alalmlp:mnl 4 a};a_t- 3__pcrj2njinﬁ ini har
dibayar sckaligus olch PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada sa
pegjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pthak.

2. Untuk pembivarin sebagaimana’ tersebut dalam ayat 1 diatas, PIHAK KEDU
agar - niclakukan pembayarag. padac ks PT. Kereta Api (Persero) Daers
Operasi IX Jember Jalau Dahlia No.02 Jember.

e PASAL 6

" |
KEBERSTHAN, KETERTIBAN DAN KEINDABAN (K3) J
lo Selama perjanjian ini berlangsung PHIAK KEDUA wajib menjaga” Kebersils

Ketertiban dan Keindahan (K3) diarcal tanah dan bungunin yang disewa ds
sekitamya serta membuat Drainase (saluran) secukupnya agar fidak lr:rja1'
genangan air' pada_tanall yang disewa.

2. Pemasangan Drainase (saluran) dibuat agae: air mengalir menjauli jalan Rel
| ol i (x| i { : i

PASAL 7

¢

JANGKA WAKTU

L Perjanjian  ini <Berlake  untuk  masa 35 tHga pulub lima ) bulan  namu
~ diberikan ténggang waktu selima 3 (tipa) bulan terhitung tanggal 1 Oklober 200
sampai dengen 30 September 2008, dan dapat diparpanjang  atas, kesepakata
L kedua belah pihak sampai dengan 5 (lima) kali perpanjangan.
2

- Apabila perjanjian ini habis setelah dilakukan 5 (lima) kali perpanjangan mak
tanah  yang discwa alan bangunan diatasnya menjadi® milik PT. Kereta Ar
( Persero ). '

d 3. PIHAK KEDUA mempunyai hak LR menyewa kembali tanah dan banguna
“diatasnya dengan ketentuan tari® sewa yang disepakati kedua belah pihak, yan
berlaku pada saat ito. '

4. Perpanjangan  perjanjion” Sebagaimana  terscbul  pada ayat 1 dibuat  dalan
bentuk perjanjian’” perpanjangar.  persewaan ~dan PUIAK KIDUA iy
memberitalinkan sceara tertulis  maksud . fersebut -kepada PIMAK PERTAM;
pating lambat 1 (satu) bulan sebehun™berakhitmya perjanjian ini.

5. Apabila PIEAK KEDUA tidak memberitahukan secara terfulis perpanjanga
sewa setelall berakhir masa pedanjing,. maka PIHAK KEDUA dianggap tidal
lagi macmbutuhkan Jalitn tersebut dan PIHAK _PERTAMA berhak untul

menycwakan lahan / tanah tersebut kepada yang Germinat, 1
J/ 78

-

q
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] \
\

1t oy T \
. | | PASAL 8

' SANKSI R _
. 497 1. Apabila PIIIAK KEDVA melanggar ketentuan scbagaim
(R ' , 3, 4,56 :I:L%;g‘?})&fjmjinn ini maka PIHAL -‘;EIH\‘J’LL{JL ‘secara s

O : membataikai perjanjian ini tanpa memtberitahukan terlebil dahulu Kepada
SR (gm‘éimom ae® - . er°

2. Apabila kedua belali pihak bersepakat untuk - memperpanjang perjanjian  ind
dengan perubahan farip, samun PIIAK KEDUA tidak mampu atau tidak
bersedia membayar _sewa tanah dengan larip b-‘i{!,.}‘\aﬂh'i%l FIHAK PERT. ’
dapat memutuskan hubungan  Sewa  menyewd denpan - lidik menga

| perpanjangan masa perjanjian. oV R6909\’&0 ‘
{ 3. ‘:é*iﬁhijila terjadi pembatalai atau ;x:niulusmf hubunpan sewa sebagaimana

J temebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini  maka _PIHAK‘ KEDUA w

mepgembalikan tanah yang@lisewa kepada PIHAK PER' A

' ) )
4. Apabila temyatad penyeraban sebagaimana ilmahw dalam ayat 3 pasal
o “tidak dapat“diiaksanakan oleh PIHAK (KEDUA, maka dengan ini o
‘ ' rl{l;,ﬂﬂﬁ memberd kuasa yang tdadO dapat ditarik  kembali kepada’ PTHAK
| ; PERTAMA unhtk melakukan pengosongan lahan dan membersihkan lokasi
ji tanah yong discwa atas biaya PINAK KEDUA e

5, Semua biaya yang dilliarkan olelt PINIAK I’_’H}\ngmm melaksanakan
apa yang  digaksud dalam aval 4 pasal \,i_n,i:' akan segera ditagih "dcuﬂm

Rekening G215 oleh PUIAK PERTAMACFepada PIHAR KEDUA. (O
4 : et :

re?
\
PASAL 9
: : g
g -0 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE ) Jere
s 1. Yang dil\luif-*“{%@i‘fg. etgan keadaan momaksa ( foreemajeurc ) adalah sesuatu hal, .
WOV ataw  sesuatn™k

es jadian yang  menimpa .\\M\'fli']uar kemampuan kedua _belak
,['-'}E%h tmnak mﬂﬂﬂ#galm}'m 9\6905 Qed

2. Apabila terjodi keadaan memaksa sepenii bencana alam, tindakan Pemerintal
dibidang kcumngnn!MﬂnﬂQ@ keadaan keamanan yang tidakomengijinkan yang
menimpa  salw atau. YR belan pihak, maka kﬂhawbelqh -pihak =cgera
berunding  unfuk: Fencutukan penyelesaian \_at;_hﬁjﬁnya, dan apabila hal it\:lf\j

terjadi gaka’ pihak yang tedtimpa  wajib! mengundang pihak IWS&E&
besdasarkan kesepakatan borsama meagadakan pertemuan selambat- tnya 7
(tujuh) hari setelah kejadian memaksa, : S
o
e PASAL 10 eSO

BIAYA DAN BAYAK iyl oy &

. O oS\
. Biaywbiaya yang berkaitan dengane®embustan perjanjian ini menjidi beban

PIHAK KEDUA )

) ’ \
2. Tentang mulai hcrlnqu;;ﬁ‘i‘v‘:fiérj:uﬁim ini scgala Pajak 3&9&9& dan Bangunan _
: (PBB) serta pajakepajak lainnya yang timbul akibat"perjanjian ini sepenulinya
LR menjadi beban PIIAK KEDUA. O ' oY
. e\ Bl L\
S & aetd
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PASAL 11
CPERSELISIHAN

VY
N = . bl ot
) 1. Apabila terjadi- perselisilian yang timbul akibat dari pelaksanaan pm;jm;jig;h,ain‘f\
kedua_Delal' pilak akan menyelesaikan

sccara musyawarah dan mufakat,
2. Apabila penyelesaian mas

alah secare musyawarah dan mufakat tidak lercapai
kata sepakat, maka kedua belalopihak ukan menyerahkan _pmyﬂcsainutkupadn
pengadilan,  Dalam  hal . ipt kedua  belah  pihak setiju  memilik tempaz( O
£ kedudukan  hukum, wirg tetap  (Domisili) dan 6iddk  berubah pada  Kantor o -
Panitera Pengadilin Nogeri di : JEMBER. Red®

PASAL 12

- “MAL-HAI, LAIN memr

1 I | F .\j‘ WH"ERE'I"-‘ e
Hal-hal lain yangbelnr _eukup diapur dalandS'pery mﬁﬁﬁ?ﬁ
perubahan dan” tambahan yang dianggap perlu oleh kedua belali pihak, 2

dibuatkan perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian mengikat dan
tidak terpisalikan dagi pegjaniian ini o

“\’r ‘a_
A \
‘(\ e I-| . . \\
\ N I’ASAL 13 oS
- 3

Vi
DOS“ON
et

PENUTUP!

Demikian pecjanjian ini dibuug rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuli matera;
yatig cukup dan mempinyai Refunt;

tan hukum yang sama untuk” dibagikan kepada
rasing-masing pihak, )(\'\\I@‘ , o(\JC 05\@”
0‘3\‘ C‘QQ
e reP
o0 Jember, Tgl, 22 Septeniber 20035
)© o ASNO2
PIHAK KEDUA oo PUIAK PERTAMA oy ¥
x(,/ - e Kepitla Dacraly Operasi IX 00
I ,—ffﬁ ) "’hﬁ- et Api (Bersero) Jember,
Jﬁm 2( Ay

L ILHAM MUGIONO
Penyewa
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